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Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan,
jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak
orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang
selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas
penghasilan berupa gaji, upah, honorarium,
tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan
dalam bentuk apa pun sehubungan dengan
pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang
dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam
negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Buku ini berisi tentang cara perhitungan PPh 21
serta info dan cara penggunaan software PPh 21
terbaik.
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PPH PASAL 21

Terminologi yang digunakan dalam pembahasan PPh pasal 21, adalah sebagai
berikut:

1.

Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang
dilakukan oleh Wajib Pgjak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang
selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji,
upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam
bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan
yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pemotong PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak
badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunya kewgjiban untuk
melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan,
jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Badan adalah badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-
Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 tahun 2009.

Penyelenggara Kegiatan adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajb Pgjak
badan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu yang melakukan pembayaran
imbalan dengan nama dan dalam bentuk apa pun kepada orang pribadi
sehubungan dengan pel aksanaan kegiatan tersebut.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi
dengan status sebagal Subjek Pajak dalam negeri yang menerima atau

memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sepanjang
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10.

tidak dikecuaikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pgjak ini, dari
Pemotong PPh Pasal 21 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa
atau kegiatan, termasuk penerima pensiun.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah orang pribadi
dengan status sebagai Subjek Pagjak luar negeri yang menerima atau
memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sepanjang
tidak dikecualikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pagak ini, dari
Pemotong PPh Pasal 26 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa
atau kegiatan, termasuk penerima pensiun.

Pegawa adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan
perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis,
untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu
dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu,
penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja,
termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri.
Pegawal Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan
dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan
anggota dewan pengawas, serta pegawa yang bekerja berdasarkan kontrak
untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh
penghasilan dalam jumlah tertentu secarateratur.

Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah pegawa yang hanya
menerima  penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja,
berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan
atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
Penerima penghasilan Bukan Pegawa adalah orang pribadi selain Pegawal
Tetap dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang memperoleh
penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun dari Pemotong PPh Pasal
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan
perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.

Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan
tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop),
pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau
memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan
tersebut.

Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima
atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu,
termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua
atau jaminan hari tua.

Penghasilan Pegawal Tetap yang Bersifat Teratur adalah penghasilan bagi
Pegawal Tetap berupa ggji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan
dengan nama apa pun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan
yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.

Penghasilan Pegawa Tetap yang Bersifat Tidak Teratur adalah penghasilan
bagi Pegawai Tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima
sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus,
Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan
sgjenis lainnya dengan nama apa pun.

Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai
yang terutang atau dibayarkan secara harian.

Upah mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh
pegawal yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.

Upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawal
yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang
dihasilkan.
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18. Upah borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh
pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis
pekerjaan tertentu.

19. Imbalan kepada Bukan Pegawai adalah penghasilan dengan nama dan dalam
bentuk apa pun yang terutang atau diberikan kepada Bukan Pegawal
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, antara lain
berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya.

20. Imbalan kepada Bukan Pegawa yang Bersifat Berkesinambungan adalah
imbalan kepada Bukan Pegawal yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali
dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

21. Imbalan kepada peserta kegiatan adalah penghasilan dengan nama dan dalam
bentuk apa pun yang terutang atau diberikan kepada peserta kegiatan tertentu,
antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium,
hadiah atau penghargaan, dan penghasilan sgjenis lainnya.

22. Masa Pgjak terakhir adalah masa Desember atau masa pgjak tertentu di mana
Pegawai Tetap berhenti bekerja.

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, melipuiti:

1. Pemberi kerjayang terdiri dari:

a. Orang pribadi dan badan;

b. Cabang, perwakilan, atau unit, dalam ha yang melakukan sebagian atau
seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran ggji, upah,
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan,
atau unit tersebut.

2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau
pemegang kas pada Pemerintah Pusat, termasuk institus TNI/POLRI,
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Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga
negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang
membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan
nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan,
jasa, dan kegiatan;

3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-
badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari
tua atau jaminan hari tua;

4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta
badan yang membayar, yaitu:

a Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan
sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status
Subjek Pgjak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan
pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan
untuk dan atas nama persekutuannya;

b. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan
sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status
Subjek Pajak luar negeri;

¢. Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan
pelatihan, serta pegawai magang;

5. Penyeenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat
nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya
yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau
penghargaan dalam bentuk apa pun kepada Wajib Paak orang pribadi
berkenaan dengan suatu kegiatan.

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunya kewagjiban untuk

melakukan pemotongan pajak, adalah:
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Kantor perwakilan negara asing;

Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) huruf ¢ Undang-Undang Pagjak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh
Menteri Keuangan;

Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk
melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Dalam ha organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan tersebut,
organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang
berkewajiban melakukan pemotongan pajak.

PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21

DAN/ATAU PPh PASAL 26

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah
orang pribadi yang merupakan:

1
2.

Pegawai;

Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari

tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;

Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan

dengan pemberian jasa, meliputi:

a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara,
akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris,

b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang
sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto modél,
peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan

seniman lainnya;
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Olahragawan;

Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
Pengarang, peneliti, dan penerjemah;

Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem
aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosia
serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;

Ageniklan;

Pengawas atau pengelola proyek;

Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi
perantara;

Petugas penjaja barang dagangan;

Petugas dinas luar asuransi;

Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan
kegiatan sgjenislainnya;

. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap

sebagal Pegawal Tetap pada perusahaan yang sama;

. Mantan pegawai;

6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan

dengan kelkutsertaannya dalam suatu kegiatan, antaralain:

a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah

=)

raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan
lainnya;

Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara
kegiatan tertentu,

Peserta pendidikan dan pelatihan;

Peserta kegiatan lainnya
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Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal
21 dan/atau PPh Pasal 26, adalah:

a

Pegjabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara
asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada
dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara
Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain
di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan
memberikan perlakuan timbal balik;

Pegjabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri
Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak
menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh

penghasilan dari Indonesia.

PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh

PASAL 26

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 (PER No.31
tahun 2012, Pasal 5), sebagai berikut:

1.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa
Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur;

Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur
berupa uang pensiun atau penghasilan sgenisnya;

Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua,
atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya
melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
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4. Penghasilan Pegawa Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah
harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang
dibayarkan secara bulanan;

5. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee,
dan imbalan sgenisnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai
imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;,

6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang
representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama
dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sgjenis dengan nama apa pun;

7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang
diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang
tidak merangkap sebagal Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;

8. Penghasilan berupajasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain
yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau

9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun
yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya
telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana
disebutkan di atas, termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau

kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh:

a. Waqjib Pgjak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
b. Wagib Pgak yang dikenakan Pgak Penghasilan berdasarkan norma
penghitungan khusus (deemed profit).

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21,
adalah sebagai berikut:
a. Pembayaran manfaat atau santunan asurans dari perusahaan asuransi
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sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asurans jiwa,
asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;

b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apa pun
yang diberikan oleh Wgjib Pgjak atau Pemerintah, kecuali penghasilan yang
dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26;

c. luran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah
disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan
hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan
penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;

d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga
amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan
keagamaan yang sifathnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia
yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang
dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan
dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak
yang bersangkutan;

e. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf | Undang-
Undang Pajak Penghasilan.

DASAR PENGENAAN DAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU
PPh PASAL 26

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah, sebagai berikut:

a. Penghasilan Kena Pgjak, yang berlaku bagi:
» Pegawa Tetap;
» Penerima pensiun berkala;
» Pegawa Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau
jumlah kumulatif penghasilan yang diterimadalam 1 (satu) bulan kalender
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b.

C.

d.

telah melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
» Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan
sehubungan dengan pemberian jasa.
Jumlah penghasilan yang melebihi Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu
rupiah) sehari, yang berlaku bagi Pegawa Tidak Tetap atau Tenaga Kerja
Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah
borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu)
bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu
rupiah);
50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi
Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢ yang menerima
imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan;
Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain

penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c.

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 26 adalah jumlah penghasilan

bruto.

Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan
yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah seluruh jumlah
penghasilan sebagaimana dimaksud dalam PER No. 31 tahun 2012 pasal 5 yang
diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan.

Penghasilan K ena Pajak, adalah sebagai berikut:

a

Bagi Pegawa Tetap dan penerima pensiun berkala, sebesar penghasilan neto
dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pgjak (PTKP);
Bagi Pegawai Tidak Tetap, sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP;

Bagi Bukan Pegawa yang menerima atau memperoleh penghasilan
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sehubungan dengan pemberian jasa, sebesar 50% (lima puluh persen) dari
jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.

Besarnya penghasilan neto bagi Pegawai Tetap yang dipotong PPh Pasa 21
adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:

a. Biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi--
tingginya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp6.000.000,00
(enam juta rupiah) setahun;

b. luran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun
yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan
penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan
dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri
Keuangan.

Besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun berkaa yang dipotong PPh
Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya
pensiun, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya
Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp2.400.000,00 (dua juta
empat ratus ribu rupiah) setahun.

Dalam ha Bukan Pegawa yang menerima atau memperoleh penghasilan
sehubungan dengan pemberian jasa memberikan jasa kepada Pemotong PPh Pasal
21 dan/atau PPh Pasal 26, yaitu:

a Mempekerjakan orang lain sebagal pegawainya maka besarnya jumlah
penghasilan bruto adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi
dengan bagian gaji atau upah dari pegawa yang dipekerjakan tersebut,
kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan bagian gagji
atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut maka besarnya
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penghasilan bruto tersebut adalah sebesar jumlah yang dibayarkan;

b. Melakukan penyerahan materia atau barang maka besarnya jumlah
penghasilan bruto hanya atas pemberian jasanya sgja, kecuali apabila dalam
kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan
material atau barang maka besarnya penghasilan bruto tersebut termasuk

pemberian jasa dan material atau barang.

Daam ha jumlah penghasilan bruto dibayarkan kepada dokter yang melakukan
praktik di rumah sakit dan/atau klinik maka besarnya jumlah penghasilan bruto
adalah sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit dan/atau
klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau
klinik.

Besarnya PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) per tahun, adalah sebagai

berikut:

a. Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pagjak
orang pribadi;

b. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib
Pajak yang kawin;

c. Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang
istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;

d. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap
anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus
serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3
(tiga) orang untuk setiap keluarga.
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PTK P per bulan adalah PTK P per tahun dibagi 12 (dua belas), sebesar:

a. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak
orang pribadi;

b. Rp 375.000,00 (tigaratus tujuh puluh limaribu rupiah) tambahan untuk Wajib
Pajak yang kawin;

c. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang
istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;

d. Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh limaribu rupiah) tambahan untuk setiap
anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus
serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3
(tiga) orang untuk setiap keluarga.

Besarnya PTK P bagi karyawati berlaku ketentuan, sebagai berikut:

a. Bagi karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;
b. Bagi karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah
PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Dalam ha karyawati kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari
Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan
bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP
(Pendapatan Tidak Kena Pgjak) adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah
PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan
sepenuhnya.

Besarnya PTK P ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender/awal

bagian tahun pajak untuk yang baru bekerja. Dikecualikan dari ketentuan ini,
PTKP untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian
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tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun

kalender yang bersangkutan.

Atas penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang tidak
dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam 1 (satu) bulan kalender
belum melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), berlaku
ketentuan sebagai berikut:

a. Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau
rata-rata penghasilan sehari belum melebihi Rp450.000,00 (empat ratus lima
puluh ribu rupiah);

b. Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata
rata penghasilan sehari melebihi Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu
rupiah), dan jumlah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu
rupiah) tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan

bruto.

Rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau
upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.

Dalam hal Pegawai Tidak Tetap telah memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1
(satu) bulan kalender melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
maka jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar
PTKP yang sebenarnya. PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP untuk
jumlah hari kerjayang sebenarnya.

PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah
sebesar PTKP per tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibagi
360 (tiga ratus enam puluh) hari.
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Dalam hal berdasarkan ketentuan di bidang ketenagakerjaan diatur kewajiban
untuk mengikutsertakan Pegawa Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas dalam
program jaminan hari tua atau tunjangan hari tua, maka iuran jaminan hari tua
atau iuran tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh Pegawai Tidak Tetap
kepada badan penyelenggara jaminan sosid tenaga kerja atau badan
penyelenggara tunjangan hari tua, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Penerima Penghasilan Bukan Pegawa yang menerima imbalan yang bersifat
berkesinambungan, dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP sepanjang
yang bersangkutan telah mempunyai Nomor Pokok Wagjib Pgak dan hanya
memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu Pemotong PPh Pasal
21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya.

Untuk dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP, penerima penghasilan
Bukan Pegawa harus menyerahkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak,
dan bagi wanita kawin harus menyerahkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wagjib
Pajak suami serta fotokopi surat nikah dan kartu keluarga.

TARIF PEMOTONGAN PAJAK DAN PENERAPANNYA

Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan
diterapkan atas Penghasilan Kena Pgjak dari:

Pegawai Tetap;

b. Penerima Pensiun berkalayang dibayarkan secara bulanan;

c. Pegawa Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang dibayarkan secara
bulanan.
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Tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana diubah
terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, dengan ketentuan sebagai
berikut:

L apisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Rp 0,- s/d Rp50.000.000,- 5%
Di atas Rp50.000.000,- s/d Rp250.000.000,- 15%
Di atas Rp250.000.000,- s/d Rp500.000.000,- 25%
Di atas Rp500.000.000,- 30%

Untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap masa pajak, kecuali
masa pajak terakhir, tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan
diperoleh selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur adalah jumlah penghasilan
teratur dalam 1 (satu) bulan dikalikan 12 (dua belas);

b. Dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur maka
perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun adalah
sebesar jumlah pada perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur ditambah
dengan jumlah penghasilan yang bersifat tidak teratur.

Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap masa pajak, adal ah:

a. Atas penghasilan yang bersifat teratur adalah sebesar Pagjak Penghasilan
terutang atas jumlah penghasilan dibagi 12 (dua belas);

b. Ataspenghasilan yang bersifat tidak teratur adalah sebesar selisih antara Pajak
Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan dengan Pajak Penghasilan

yang terutang atas jumlah penghasilan.
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Dalam ha kewagjiban pajak subjektif Pegawai Tetap terhitung sgak awal tahun
kalender dan mulai bekerja setelah bulan Januari, termasuk pegawai yang
sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, banyaknya bulan yang menjadi
faktor pengali atau faktor pembagi adalah jumlah bulan tersisa dalam tahun
kalender sgjak yang bersangkutan mulai bekerja.

Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk masa pajak terakhir adalah
selisih antara Pgjak Penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan kena
paak selama 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak dengan PPh Pasal 21
yang telah dipotong pada masa-masa sebelumnya dalam tahun pagak yang

bersangkutan.

Dalam hal kewajiban pajak subjektif Pegawai Tetap hanya meliputi bagian tahun
pajak maka perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bagian tahun pajak
tersebut dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang disetahunkan,
sebanding dengan jumlah bulan dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan.

Dalam hal Pegawai Tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember dan jumlah
PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih
besar dari PPh Pasal 21 yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak maka kelebihan
PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dikembalikan kepada Pegawai Tetap
yang bersangkutan bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21,
paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berhenti bekerja.

Jumlah Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 ayat (1)
huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga
Kerja Lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan,

dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan,
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tarif lapisan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a

Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas.

a

Jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp450.000,00 (empat ratus
[ima puluh ribu rupiah); atau

Jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya, dalam hal jumlah
penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kaender telah melebihi
Rp4.500.000,- (empat jutalimaratus ribu rupiah).

Daam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah
melebihi Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), PPh Pasal 21
dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Pajak Penghasilan atas jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan.

Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan

diterapkan atas jumlah kumulatif dari:

a Penghasilan Kena Pgak, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah

penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan, yang diterima atau diperoleh
Bukan Pegawa yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan,
serta memenuhi ketentuan dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP
sepanjang yang bersangkutan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak
dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu
Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh
penghasilan lainnya.

50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap
pembayaran imbalan kepada Bukan Pegawa yang menerima imbalan yang
bersifat berkesnambungan, yang tidak memenuhi ketentuan dapat
memperoleh pengurangan berupa PTKP sepanjang yang bersangkutan telah
mempunyai Nomor Pokok Wagjib Pgjak dan hanya memperoleh penghasilan
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dari hubungan kerja dengan satu Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal
26 sertatidak memperoleh penghasilan lainnya.

Jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak
teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan
pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawa Tetap pada perusahaan
yang sama,

Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus
atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh
mantan pegawai; atau

Jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta
program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun

yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan
diterapkan atas, yaitu:

a

50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap
pembayaran imbalan kepada Bukan Pegawa yang tidak bersifat
berkesinambungan;

Jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan
tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan.

Pengenaan PPh Pasal 21 bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota

Tentara Nasional Indonesia, anggota K epolisian Negara Republik Indonesia, serta

para pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diatur

berdasarkan ketentuan yang ditetapkan khusus mengenai hal dimaksud.
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Pengenaan PPh Pasal 21 bagi pegawai atas uang pesangon, uang manfaat pensiun,
tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan secara sekaligus, diatur
berdasarkan ketentuan yang ditetapkan khusus mengena hal dimaksud.

TARIF  PEMOTONGAN PPh PASAL 21 BAGI PENERIMA
PENGHASILAN YANG TIDAK MEMPUNYAI NOMOR POKOK WAJIB
PAJAK

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki
Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif
lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap
Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% (seratus dua
puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang
bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pemotongan PPh Pasal 21 hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang
bersifat tidak final.

Dalam ha Pegawa Tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima
penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi,
mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pgjak dalam tahun
kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk
masa pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan
tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan
PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki
Nomor Pokok Wagjib Pajak.
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Apayang Dimaksud dengan PPh 21?

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau yang dikenal dengan sebutan PPh 21 adalah
pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran
lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang sehubungan dengan pekerjaan
atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak
dalam negeri.

Siapa Saja Peserta Wajib Pajak?

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pgjak, Nomor: PER — 16/PJ2016 Bab Ill Pasal 3,
penerima penghasilan atau peserta wajib pgak yang dipotong PPh Pasal 21
dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:

e Pegawai.

« Penerimauang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan
hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.

o Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan
dengan pemberian jasa.

e Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap
sebagal Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.

o Mantan pegawai.

o Pesertakegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan

sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Bagi Andayang masih asing mendengar istilah ini, Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
adalah dasar pengenaan pajak yang diperoleh dari penghasilan kena pajak dari

wajib pajak penerima penghasilan.
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Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak, Nomor: PER — 16/PJ2016 Bab V Pasal 9:

1. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi:

o Pegawa Tetap.

o Penerimapensiun berkala.

o Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau
jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan
kalender telah melebihi Rp4.500.000 (empat jutalimaratus ribu
rupiah).

o Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢ yang
menerimaimbalan yang bersifat berkesinambungan.

2. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu
rupiah) sehari, yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja
L epas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah
borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu)
bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000 (empat juta limaratus ribu
rupiah).

3. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi
Bukan Pegawal sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢ yang
menerimaimbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.

4. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain
penerima penghasilan, sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c.

5. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 26 adalah jumlah penghasilan

bruto.

Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Perhitungan PPh 21 akan disesuaikan dengan besarnya tarif PTKP (Penghasilan
Tidak Kena Pagak) yang sedang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri
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Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Pasal 1, besarnya penghasilan tidak kena
pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut:

Rp 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak
orang pribadi.

Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib
Pajak yang kawin.

Rp 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang
istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008.

Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap
anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan
lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling
banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Tarif PPh 21

Mengacu pada UU nomor 36 tahun 2008 Pasal 17, tarif pajak yang diterapkan
bagi pesertawajib pajak adalah sebagai berikut:

Wajib Pgjak dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sampai dengan
Rp50.000.000 dikenakan tarif sebesar 5%.

Wajib Pajak dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) di atas Rp50.000.000
sampai dengan Rp250.000.000 dikenakan pajak sebesar 15%.

Wagjib Pgjak dengan Penghasilan Kena Pgjak (PKP) di atas
Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 dikenakan pajak sebesar
25%.
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e Wagjib Pgjak dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) di atas
Rp500.000.000 dikenakan pajak sebesar 30%.

e Wajib Pgak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar
28%.

Berikut contoh yang benar jika PKP di atas Rp50.000.000:

Seorang karyawan berstatus TKO atau tidak kawin dan tidak memiliki
tanggungan, bekerja di sebuah perusahaan dan memiliki golongan jabatan yang
cukup tinggi, dengan gaji bersih Rp10.000.000 per bulan, atau Rp120.000.000 per
tahun. Maka seperti ini perhitungan tarif PPh 21-nya:

PKP = penghasilan bersih — PTKP
PKP = Rp120.000.000 — Rp54.000.000
PKP = Rp66.000.000

Karena PKP-nya masuk ke layer-2 antara Rp50.000.000 sampai dengan
Rp250.000.000, maka berlaku dualapis tarif PPh 21:

Pertama Rp50.000.000 dikenai tarif 5%.

Dan sisadari Rp66.000.000 dikurangi Rp50.000.000 = Rp16.000.000 dikenai
tarif 15%.

PPh 21 terutang = (5% x Rp50.000.000) + (15% x Rp16.000.000)

PPh 21 terutang = Rp2.500.000 + Rp2.400.000

PPh 21 terutang 1 tahun = Rp4.900.000

Daam 1 bulan = 408.000

Metode dalam Menghitung PPh 21

Meskipun cara menghitung PPh 21 sudah diatur oleh DJP (Direktorat Jendera
Pgjak), tapi nyatanya, setigp perusahaan memiliki metode perhitungan PPh 21
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sendiri yang disesuaikan dengan gaji bersih atau tunjangan pajak yang diterima

karyawannya.

Terdapat 3 metode cara menghitung PPh 21 yang paling umum, yaitu:

1. CaraMenghitung PPh 21 dengan Metode Gross

Metode gross diterapkan bagi pegawal atau penerima penghasilan yang
menanggung PPh 21 terutangnya sendiri. Maksudnya, gaji karyawan tersebut
belum dipotong PPh 21.

Misalnya, Rona seorang laki-laki lajang (TK/0) menerima gaji bulanan senilai
Rp8.000.000, maka perhitungannya sebagai berikut:

Gaji pokok: Rp8.000.000/bulan atau Rp96.000.000/tahun

Tarif PPh: 5%, nilai ini didapat dari (Gaji pokok 1 tahun — PTKP)

PPh 21 (yang ditanggung sendiri): Rp2.100.000/tahun atau Rp175.000/bulan
Gaji bersih (take home pay): Rp7.825.000

2. CaraMenghitung PPh 21 dengan M etode Gross-Up

Metode gross-up adalah sebuah metode pemotongan pajak dimana perusahaan
memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak

yang dipotong dari karyawan.

Perusahaan yang menggunakan metode ini, biasanya mereka memberikan
tunjangan pajak kepada karyawan setiap bulan sebesar jumlah pajak penghasilan
yang dipotong dari gagji. Tunjangan itu ditambahkan ke dalam penghasilan bruto
karyawan yang dikenai PPh 21.

Dengan demikian, gaji bersih karyawan tidak berkurang seperti jika perusahaan

menggunakan metode Gross.
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Untuk mendapatkan angka yang sama besar dengan potongan PPh 21, tunjangan
paak dihitung berdasarkan besarnya Penghasilan Kena Pagak (PKP) dengan
mengikuti formula berikut:

Penghasilan Kena Pgjak

Lapisan (PKP) Tunjangan PPh 21

1 | RpO-Rp47.500.000 (PKP setahun — 0) x 5/95 + 0

) Rp47.500.000 — | (PKP setahun — Rp47.500.000) x 15/85 +
Rp217.500.000 Rp2.500.000

3 Rp217.500.000 — | (PKP setahun — Rp217.500.000) x 25/75 +
Rp405.000.000 Rp32.500.000

4 Lebih dari (PKP setahun — Rp405.000.000) x 30/70 +
Rp405.000.000 Rp95.000.000

Misanya, Ardi seorang laki-laki lgjang (TK/O) menerima gaji bulanan senilai
Rp8.000.000, berikut perhitungannya:

Pertama, kita hitung dahulu PKP Setahunnya,

Gaji pokok setahun: 12 x Rp8.000.000 Rp98.000.000

Pengurang:

Biayajabatan setahun: 12x5%x Rp8.000.000 Rp4.800.000

Penghasilan bersih setahun Rp91.200.000

Penghasilan Tidak Kena Pagjak (PTKP) untuk
(TK/0)

Penghasilan Kena Pgjak (PKP) Setahun Rp37.200.000

Rp54.000.000

Karena PK P setahun Rp21.200.000, maka berlaku rumus lapisan pertama, yaitu:
Tunjangan PPh 21 = (PKP setahun — 0) x 5/95 + O
Tunjangan PPh 21 = Rp37.200.000 - 0 x 5/95 + 0
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Tunjangan PPh 21 = Rp1.957.894

Tunjangan PPh 21 yang harus diberikan perusahaan dalam sebulan adalah:
Rp1.957.894: 12 = Rp163.157

Selanjutnya, masukkan tunjangan paak yang sudah didapatkan ke dalam
penghasilan bruto untuk menghitung PPh 2lnya. Jika hasilnya sama maka

perhitungan pph di atas benar.

Gaji pokok Rp8.000.000

Tunjangan pajak PPh 21 Rp 163.157+

Penghasilan bruto Rp8.163.157

Pengurangan:

Biayajabatan: 5% x Rp8.000.000 Rp 400.000-

Penghasilan bersih sebulan Rp7.763.157

Penghasilan bersih setahun Rp 93.157.884
Pengurangan:

Penghasilan Tidak Kena Pgak

(PTKP) untuk (TK/0) Rpo4.000.000-
Penghasilan Kena Pgjak Rp39.157.884
Tarif PPh 21:

5% x Rp39.157.884 Rp1.957.894

PPh 21 terutang setahun Rp1.957.894

PPh 21 terutang sebulan Rp 163.157

Dengan model penggajian ini, jika menginginkan karyawan menerima take home
pay Rp8.000.000, maka perusahaan harus membayar ggjinya Rp8.163.157, atau
dengan menambahkan tunjangan pajak sebesar Rp163.157 sebulan.

Gyji Rp 8.000.000
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Tunjangan pajak Rp 163.157 Pgjak PPh21 Rp 163.157
Total penghasilan Rp 8.163.157 Total potongan Rp 163.157
Gaji bersh  Rp 8.000.000

Cara Menghitung PPh 21 dengan M etode Net

Metode net juga digunakan oleh perusahaan yang memberikan tunjangan paak
untuk karyawannya. Namun, berbeda dengan metode Gross up tunjangan pajak
tersebut tidak ditambahkan ke penghasilan bruto.

Misanya jika Ardi, seorang laki-laki lgjang (TK/0) menerima gaji bulanan
sejumlah Rp10.000.000, maka: perhitungannya:

Gaji pokok: Rp8.000.000/bulan atau Rp96.000.000/tahun.

Total gagji bruto: Rp8.000.000

Tarif PPh 21: 5%

Pajak yang ditanggung perusahaan: Rp6.300.000/tahun atau Rp525.000/bulan.
Nilai PPh 21 (yang dibayarkan perusahaan): Rp525.000/bulan.

Gaji bersih (take home pay): Rp8.000.000/bulan.

Contoh Cara Menghitung PPh 21 Karyawan Tetap dengan Gaji Perbulan

Bagaimana cara menghitung PPh 21 karyawan tetap di perusahaan Anda? Mari

kitamelihat contoh kasus berikut:

Bapak Adi merupakan pegawa pada perusshaan PT. X, menikah tanpa anak,
memperoleh ggji Rp8.000.000.

PT. X mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi Jaminan Kecelakaan
Kerja dan premi Jaminan Kematian yang dibayarkan oleh pemberi kerja

(perusahaan) dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji.
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PT. X menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari ggji
sedangkan Adi membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap
bulan. Di samping, itu PT X juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya.

PT X membayar iuran pensiun untuk Adi ke dana pensiun, yang pendiriannya
telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp200.000
Sedangkan Adi membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000 Pada bulan Juli 2016
Adi hanya menerima pembayaran berupa gaji. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan
Juli 2016 adalah sebagai berikut:

G3i Rp 8.000.000

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja Rp 40.000

Premi Jaminan Kematian Rp 24.000

Penghasilan Bruto Rp 8.064.000

Pengurangan

— Biaya Jabatan 5% x Rp8.064.000 Rp 403.200

— luran Pensiun Rp 100.000

— luran Jaminan Hari Tua Rp 160.000
~ Rp 663200

Penghasilan neto sebulan Rp 7.400.800

Penghasilan neto setahun 12 x Rp7.400.800 Rp 88.809.600

PTKP

—Wajib pajak sendiri Rp54.000.000

— Tambahan karena kawin Rp 4.500.000
~ Rp58.500.000

Penghasilan Kena Pgjak Setahun Rp 30.309.600

PPh Pasal 21 Terhutang
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5% x Rp30.309.600 Rp 1.515.450
PPh Pasal 21 Bulan Januari
Rp 1.515.450: 12 Rp 126.228

Penjelasan

Mari kita bahas baris per baris perhitungan PPh 21 di atas.
Pada baris pertama yaitu ggji diis 8.000.000 sesuai dengan contoh kasus, baris
kedua 40.000 untuk Premi Jaminan Kecelakaan Kerja didapatkan dari 0,5%
(0,005) dikali gaji (8.000.000), kemudian Premi Jaminan Kematian sebesar
24.000 didapat dari 0,3% dikali gaji.

Penghasilan Bruto adalah jumlah seluruh penghasilan wajib pajak (pegawai)
meliputi ggji, pensiun, tunjangan, honorarium, imbalan, premi asuransi, bonus, dil
yang diperoleh oleh pemberi kerja.

Mengapa Jaminan Hari Tua yang dibayarkan perusahaan setiap bulan sebesar
3,70% tidak dimasukkan ke dalam penghasilan bruto?

Hal ini telah diatur dalam peraturan dirjen pgjak PER-16/PJ/2016 bahwa “Premi
JHT yang diberikan perusahaan tidak dimasukkan sebagai komponen penambah
penghasilan. Pengenaan pajaknya akan dilakukan pada saat karyawan

menerima JHT.”
Hasil akhir untuk penghasilan bruto kasus di atas yaitu 8.064.000.

Lanjut ke baris-5, yaitu pengurang, diantaranya Biaya Jabatan, luran Pensiun
dan luran Jaminan Hari Tua.

Setelah mendapatkan total pengurangnya, maka didapatkan nilai penghasilan neto

dari penghasilan bruto dikurangi komponen pengurang penghasilan.
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Selanjutnya, penghasilan neto sebulan dikalikan 12 dan dikurang Penghasilan
Tidak Kena Pgak (PTKP). Untuk mengetahui nilainya, pastikan Anda sudah
membaca nilai PTKP pada paragraf di atas apa sgja kategorinya, seperti belum

kawin, kawin, dengan anak 1, 2, 3.

Dari penghasilan neto setahun dikurangi PTKP, didapatkanlah Penghasilan Kena
Pajak Setahun yaitu 30.309.600.

Untuk proses perhitungan PPh 21 selanjutnya, dari mana didapatkannya angka
5% di atas? Angka tersebut didapatkan dari Tarif PPh 21, lihat kembali

penjelasannyadi atas.

Karena penghasilan netonya di bawah Rp50.000.000 maka dikenakan tarif pajak
sebesar 5%. Sehingga dari perhitungan 5% x 30.309.600, dapatlah PPh 21
terhutang setahunnya adalah Rp1.515.450.

Hasil ini dibagi 12 untuk mendapatkan PPh 21 per bulan menjadi 126.228.

Contoh Cara Menghitung PPh 21 Karyawan Tetap dengan Gaji Mingguan
dan Harian (Perhitungan PPh 21 ini bukan untuk pekerja lepas)

Adi Putra, pegawai di perusahaan PT ABC Subur Makmur, memperoleh gaji
mingguan sebesar Rpl1.500.000,00. Adi Putra telah menikah dan memiliki
seorang anak. PT ABC Subur Makmur masuk program BPJS Ketenagakerjaan,
premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh
pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setigp bulan sebesar 1,00% dan
0,30% dari gaji.

PT ABC Subur Makmur membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar
3,70% dari ggi sedangkan Adi Putra membayar iuran pensiun sebesar
Rp50.000,00 dan Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji.
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Dalam minggu kedua pada bulan September 2017, Adi Putra hanya memperoleh
pembayaran berupa gaji saja sehingga penghitungan PPh Pasal 21 untuk minggu
kedua bulan September adal ah:

Penghasilan Seminggu
Penghasilan sebulan

4 X Rp1.500.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja
Premi Jaminan Kematian
Penghasilan bruto
Pengurangan:

1. Biaya Jabatan

5% X Rp6.078.000,00

2. luran Pensiun

3. luran Jaminan Hari Tua

Penghasilan neto sebulan
Penghasilan neto setahun adalah
12 X Rp5.604.100,00

PTKP setahun

— untuk Wajib Pajak sendiri

— tambahan karena menikah

— tambahan seorang anak

Penghasilan Kena Pgjak Setahun
Pembulatan

PPh Pasal 21 Terutang

5% X Rp4.249.000,00

PPh Pasal 21 sebulan

Rp 212.450,00: 12

PPh Pasal 21 minggu kedua

Rp 17.704,00: 4
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Rp 303.900
Rp  50.000
Rp 120.000

Rp54.000.000
Rp 4.500.000
Rp 4.500.000

Rp 212.450

Rp 17.704

Rp 4426

Rp 1.500.000

Rp 6.000.000
Rp  60.000
Rp  18.000
Rp 6.078.000

Rp 473.900
Rp 5.604.100

Rp67.249.200

Rp63.000.000
Rp 4.249.200
Rp 4.249.000



Cara Pelaporan SPT PPh 21

SPT Masa PPh Pasal 21 adalah Surat Pemberitahuan untuk melaporkan tentang
Pajak Penghasilan karyawan di Indonesia. Batas waktu pembayaran jatuh pada
tanggal 10 bulan berikutnya, diikuti oleh batas akhir waktu lapor pajak yaitu
setiap tanggal 20. Untuk mengetahui lebih jelas tentang cara lapor pajak PPh 21,
berikut tahapan yang wajib Anda ketahui:

1. Login di aplikasi djponline dengan akun PKP yang sudah Anda miliki.
Masukkan NPWP dan password serta kode keamanan yang tertera.

2. Akan muncul pilihan amenu yaitu e-Billing, e-Form, dan e-Filing. Klik e-
Filing untuk melaporkan SPT PPh 21. Filih file SPT Masa PPh Pasal 21
yang ingin Anda laporkan (dalam bentuk CSV dan PDF) namun pastikan
nama kedua file tersebut sudah sama. Setelah itu Anda dapat klik “Start
Upload” maka akan muncul pesan bahwa proses upload selesai.

3. Selanjutnya Anda akan diminta untuk meminta kode verifikasi. Klik
“oke” dan akan muncul kode rincian SPT yang akan dilaporkan serta
kolom kode verifikasi. Segera ambil kode verifikas dengan Kklik link yang
dimaksud. Anda bisa copy kode verifikasi yang dikirimkan ke email Anda
dan masukkan ke kolom kosong. Sesudah memastikan SPT dan kode
verifikasi sudah benar, klik “Kirim SPT”.

4. Selanjutnya cek email kembali untuk memastikan Anda mendapat tanda
terima Laporan SPT Masa PPh 21 secara online atau Bukti Penerimaan
Elektronik (BPE). Simpan bukti tersebut sebagai tanda Anda sudah
berhasil melakukan caralapor SPT Masa PPh Pasal 21 online.
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https://klikpajak.id/pajak-penghasilan-pengusaha/

SAAT TERUTANG PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26
PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Penerima Penghasilan pada saat
dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang

bersangkutan.

PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Pemotong PPh Pasal 21
dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap masa pajak.

Saat terutang untuk setigp masa paak adalah akhir bulan dilakukannya
pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOTONG PPh PASAL 21 DAN/ATAU
PASAL 26 SERTA PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG
PAJAK

Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dan penerima penghasilan yang
dipotong PPh Pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Pegawai, penerima pensiun berkala, serta Bukan Pegawa yang menerima
imbalan yang bersifat berkesinambungan, wajib membuat surat pernyataan yang
beris jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat mulai
menjadi Subjek Pgjak dalam negeri sebagai dasar penentuan PTKP dan wajib
menyerahkannya kepada pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 pada saat

mulai bekerjaatau mulai pensiun.

Dalam ha terjadi perubahan tanggungan keluarga, maka pegawai, penerima
pensiun berkala, dan Bukan Pegawa yang menerima imbalan yang bersifat
berkesinambungan, wajib membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya
kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 paling lama sebelum mulai
tahun kalender berikutnya
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Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib menghitung, memotong,
menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang
untuk setiap bulan kalender. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib
membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal
26 untuk masingmasing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh
Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang untuk setiap masa pajak dan wajib
menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Ketentuan mengenai kewagjiban untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21
dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap bulan kalender tetap berlaku, dalam hal
jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil.

Jika dalam suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran pajak atas PPh Pasal 21
dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang oleh pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh
Pasal 26, kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal
21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya, melalui Surat
Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.

Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasa 26 harus memberikan bukti
pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima, atau diperoleh Pegawai
Tetap, atau penerima pensiun berkala, paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun
kalender berakhir.

Dalam ha Pegawa Tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember, bukti
pemotongan PPh Pasal 21 harus diberikan paling lama 1 (satu) bulan setelah yang

bersangkutan berhenti bekerja.

Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasa 26 harus memberikan bukti
pemotongan PPh Pasal 21 atas pemotongan PPh Pasal 21 selain Pegawai Tetap
dan penerima pensiun berkala, serta bukti pemotongan PPh Pasal 26 setiap kali
melakukan pemotongan PPh Pasal 26.
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Jika dalam 1 (satu) bulan kalender, kepada satu penerima penghasilan dilakukan
lebih dari 1 (satu) kali pembayaran penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 21
dan/atau PPh Pasal 26, dapat dibuat sekali untuk 1 (satu) bulan kalender. Bentuk
formulir pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 ditetapkan dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersendiri.

PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21
dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap Masa Pgjak wajib disetor ke Kantor Pos atau
bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama 10 (sepuluh) hari setelah
Masa Pajak berakhir.

Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib melaporkan pemotongan
dan penyetoran PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap Masa Pajak yang
dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau
PPh Pasal 26 ke Kantor Pelayanan Pgjak tempat Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau
PPh Pasal 26 terdaftar, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pagjak
berakhir.

Dalam hal tangga jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26,
dan batas waktu pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 bertepatan dengan
hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dan pelaporan
PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima
penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pagjak yang bersangkutan,
kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.

Jumlah pemotongan PPh Pasal 21 atas selish penerapan tarif sebesar 20% (dua
puluh persen) lebih tinggi bagi Pegawal Tetap atau penerima pensiun berkala
sebelum memiliki Nomor Pokok Wajib Pgjak yang telah diperhitungkan dengan
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PPh Pasal 21 terutang untuk bulan-bulan selanjutnya pada tahun kalender
berikutnya, tidak termasuk kredit pajak.

Dalam hal Wajib Pgjak yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih
tinggi mendaftarkan diri untuk memperolen Nomor Pokok Wajib Pajak maka PPh
Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dapat dikreditkan dalam Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk
tahun pajak yang bersangkutan.

Daam ha Wajib Pgjak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pagak
Penghasilan yang menyatakan jumlah lebih bayar maka penyampaiannya harus
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sgjak berakhirnya tahun
pajak yang bersangkutan.

Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pgjak Penghasilan yang menyatakan
jumlah lebih bayar, disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya tahun
paak yang bersangkutan dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis, tidak
dianggap sebagai Surat Pemberitahuan Tahunan Pagjak Penghasilan.

Perhitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap atas penghasilan yang bersifat tetap

secara umum dapat dirumuskan, sebagai berikut:

Penghasilan Bruto

1. Gaji sebulan XXX

2.  Tunjangan PPh XXX

3. Tunjangan dan Honorarium lainnya XXX

4. Premi asurans yang dibayar pemberi kerja XXX
Penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan

5. pemotongan PPh pasal 21 *) XXX
Jumlah penghasilan bruto (jumlah 1. s.d 5.) XXX
Pengurangan
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7 Biaya jabatan (5% x penghasilan bruto, maksimal
Rp500.000 sebulan) XXX
8. luran pensiun atau iuran THT/JHT (yang dibayarkan
oleh penerima penghasilan) XXX
9. Jumlah pengurangan (jumlah 7 + 8) XXX
Perhitungan PPh Pasal 21
10. Penghasilan neto sebulan (6 - 9) XXX
Penghasilan neto setahun/disetahunkan (10 x 12
11. bulan) XXX
12. Penghasilan Tidak Kena Pagjak (PTKP) XXX
13. Penghasilan Kena Pgjak Setahun (11 - 12) XXX
14. PPh pasa 21 yang terutang (13 x tarif Pasal 17 ayat
(2) huruf &) XXX
15. PPh pasa 21 yang dipotong sebulan (No. 14.: 12
bulan) XXX

Contoh 1.1. Pegawai Tetap dengan Gaji Bulanan

Tommy bekerja pada PT. Indah Jaya dengan memperoleh gaji sebulan berupa ggji
pokok Rp4.500.000,00,- tunjangan makan Rp2.000.000,00, dan tunjangan
pengobatan Rp4.500.000,00. Tommy harus membayar iuran pensiun sebesar
Rp100.000,00. Tommy menikah tetapi belum mempunyai anak.

Perhitungan PPh pasal 21 sebagai berikut:

Gaji pokok sebulan Rp 4.500.000,00
Tunjangan makan Rp 2.000.000,00
Tunjangan pengobatan Rp 4.500.000,00
Tota penghasilan bruto sebulan Rp 11.000.000,00
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Pengurangan:

1. Biayajabatan (5% x Rp11.000.000,00)

= Rp550.000, maks. diperbolehkan

2. luran pensiun

Penghasilan neto sebulan
Penghasilan neto setahun:
12 x Rp10.400.000,00

PTKP (K/0):
- Untuk WP sendiri
- Tambahan WP kawin

Penghasilan Kena Pgjak setahun
PPh Pasal 21 terutang:

5% x Rp50.000.000,00
15% x Rp16.300.000,00

PPh Pasal 21 sebulan:
Rp 4.945.000,00: 12

Catatan:

a. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan yang dapat dikurangkan dan penghasilan setigp orang yang
bekerja sebagal pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun

tidak.

b. Contoh di atas berlaku apabila pegawa yang bersangkutan sudah memiliki

NPWP.

Rp 500.000,00

Rp 100.000,00

Rp54.000.000,00
Rp_4.500.000,00

Rp 2.500.000,00
Rp 2.445.000,00

Rp 412.083,00
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Rp _ 600.000,00

Rp 10.400.000,00

Rp124.800.000,00

Rp58.500.000,00

Rp66.300.000,00

Rp 4.945.000,00



Dalam hal pegawai yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah
PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar = 120% x Rp412.083,00 =
Rp494.500,00.

c. Untuk contoh-contoh selanjutnya diasumsikan penerima penghasilan yang
dipotong PPh Pasal 21 sudah memiliki NPWP, kecuali disebut lain dalam
contoh tersebut.

Contoh 1.2. Pegawai Tetap dengan Gaji Bulanan

Bambang, pegawai pada perusahaan PT Yasa Buana, memperoleh gaji sebulan
Rp3.000.000,00. PT Yasa Buana mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan
Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja
dengan jumlah masing-masing 0,5% dan 0,3% dari ggi. PT Yasa Buana
menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji,
sedangkan Bambang membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2% dari ggji
setiap bulan. Di samping itu, PT Yasa Buana juga mengikuti program pensiun
untuk pegawainya. PT Yasa Buana membayar iuran pensiun untuk Bambang ke
dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap
bulan sebesar Rp100.000,00; sedangkan Bambang membayar iuran pensiun
sebesar Rp50.000,00.

Perhitungan PPh pasal 21 sebagai berikut:

Ggji sebulan Rp 3.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja Rp  15.000,00
Premi Jaminan Kematian Rp 9,000,00
Penghasilan Bruto Rp 3.024.000,00
Pengurangan:
1. Biaya Jabatan

5% x Rp3.024.000,00 Rp 151.200,00
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2. luran Pensiun Rp  50.000,00

3. luran Jaminan Hari Tua Rp  60.000,00

Rp 261.200,00
Penghasilan neto sebulan Rp 2.762.800,00
Penghasilan neto setahun
12 x Rp2.762.800,00 Rp33.153.600,00
PTKP (K/0)
- Untuk WP sendiri Rp54.000.000,00
- Tambahan WP kawin Rp 4.500.000,00

Rp58.500.000,00
Penghasilan Kena Pagjak setahun Rp 0,00
Pembulatan Rp 0,00

Tidak dipotong PPh 21 karena di bawah PTKP

Contoh 1.3. Pegawai Tetap dengan Gaji Bulanan (wanita, suami tidak

ber penghasilan)

Endang adalah seorang karyawati dengan status menikah tanpa anak, bekerja
pada PT. Ventura dengan gaji sebulan sebesar Rp3.500.000,00. Endang
membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh
Menteri Keuangan sebesar Rp50.000,00 sebulan. Berdasarkan surat keterangan
dari Pemda tempat Endang berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja,
diketahui bahwa suaminyatidak mempunyai penghasilan apa pun.

Perhitungan PPh pasal 21 sebagai berikut:
Gaji sebulan Rp 3.500.000,00
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Pengurangan:

1. Biaya Jabatan
5% x Rp3.500.000,00 Rp 175.000,00

2. luran Pensiun Rp  50.000,00

Rp  225.000,00
Penghasilan neto sebulan Rp 3.275.000,00
Penghasilan neto setahun
12 x Rp3.275.000,00 Rp39.300.000,00
PTKP
- Untuk WP sendiri Rp54.000.000,00
- Tambahan karena menikah Rp 4.500.000,00

Rp58.500.000,00
Penghasilan Kena Pagjak setahun Rp 0,00

Tidak dipotong PPh 21 karena di bawah PTKP

Contoh 14. Pegawai Tetap dengan Gaji Bulanan (wanita, suami

ber penghasilan)

Firma karyawati dengan status menikah tetapi belum mempunyai anak bekerja
pada PT Unggul. Firma Utami menerima ggi Rp3.000.000,00 sebulan. PT
Unggul mengikuti program pensiun dan Jamsostek. Perusahaan membayar iuran
pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri
Keuangan, sebesar Rp40.000,00 sebulan. Firma juga membayar iuran pensiun
sebesar Rp30.000,00 sebulan, disamping itu perusahaan membayarkan iuran
Jaminan Hari Tua karyawannya setiap bulannya sebesar 3,7% dari gaji,
sedangkan Firma membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 2% dari
gaji. Berdasarkan surat keterangan Pemda tempat Firma bertempat tinggal

diketahui bahwa suami Firma tidak mempunyai penghasilan apa pun. Premi
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Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja

dengan jumlah masing-masing sebesar 1% dan 0,3% dari gaji.

Perhitungan PPh pasal 21 sebagai berikut:

Gaji sebulan

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja

Premi Jaminan Kematian

Penghasilan Bruto

Pengurangan:
1. Biaya Jabatan
5% x Rp3.039.000,00
2. luran Pensiun
3. luran Jaminan Hari Tua

Penghasilan neto sebulan
Penghasilan neto setahun
12 x Rp2.797.050,00

PTKP (K/0)
- Untuk WP sendiri
- Tambahan WP kawin

Penghasilan Kena Pagjak setahun

Rp 151.950,00

Rp  30.000,00
Rp  60.000,00
Rp54.000.000,00

Rp_4.500.000,00

Tidak dipotong PPh 21 karena di bawah PTKP

Catatan:
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Rp 3.000.000,00
Rp  30.000,00
Rp 9,000,00

Rp 3.039.000,00

Rp  241.950,00

Rp 2.797.050,00

Rp33.564.600,00

Rp58.500.000,00

Rp 0,00



Apabila suami Firma Utami bekerja, besarnya PTKP Firma adalah PTKP untuk
diri sendiri sebesar Rp54.000.000,00.

Contoh 1.5. Pegawai Tetap dengan Gaji Mingguan

Trimanto, menikah dengan satu anak, bekerja sebagai pegawa tetap pada
Perusashaan PT. Gemilang menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar
Rp800.000,00.

Perhitungan PPh pasal 21 sebagai berikut:

Gagji sebulan: 4 x Rp800.000,00 Rp 3.200.000,00
Pengurangan:

Biaya jabatan: 5% x Rp3.200.000,00 Rp 160.000,00
Penghasilan neto sebulan Rp 3.040.000,00

Penghasilan neto setahun
12 x Rp3.040.000,00
Rp36.480.000,00

PTKP (K/1)

- Untuk WP sendiri Rp54.000.000,00
- Tambahan karena menikah Rp 4.500.000,00
- Tambahan untuk 1 anak Rp 4.500.000,00

Rp63.000.000,00
Penghasilan Kena Pgjak setahun Rp 0,00

Tidak dipotong PPh 21 karena di bawah PTKP

Perhitungan PPh 21 dan Software PPh 21 Terbaik | 53



Contoh 1.6. Pegawai Tetap Menerima Uang Rapel

Tommy bekerja pada PT. Indah Jaya dengan memperoleh gaji sebulan berupa ggji
pokok Rp4.500.000,00,- tunjangan makan Rp2.000.000,00, dan tunjangan
pengobatan Rp4.500.000,00. Tommy harus membayar iuran pensiun sebesar
Rp100.000,00. Tommy menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Juni
2019 menerima kenaikan gaji pokok menjadi Rp5.000.000,- sebulan dan berlaku
surut sgjak 1 Januari 2019. Dengan adanya kenaikan gaji berlaku surut tersebut
maka Tommy menerima rapel sjumlah Rp2.500.000,- (kekurangan gaji untuk
Januari s.d Mel 2019). Untuk menghitung PPh pasal 21 atas uang rapel tersebut,
terlebih dahulu dihitung kembali PPh pasal 21 untuk masa Januari s.d Mei 2019
atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji.

Perhitungan PPh pasal 21 atas gaji, sebagai berikut:

Gaji pokok sebulan Rp 4.500.000,00
Tunjangan makan Rp 2.000.000,00
Tunjangan pengobatan Rp 4.500.000,00
Total penghasilan bruto sebulan Rp 11.000.000,00
Pengurangan:

1. Biayajabatan (5% x Rp11.000.000,00)
= Rp550.000, maks. diperbolehkan Rp  500.000,00

2. luran pensiun Rp 100.000,00

Rp  600.000,00
Penghasilan neto sebulan Rp 10.400.000,00
Penghasilan neto setahun:
12 x Rp10.400.000,00 Rp124.800.000,00
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PTKP (K/0):

- Untuk WP sendiri Rp54.000.000,00
- Tambahan WP kawin Rp 4.500.000,00

Rp 58.500.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 66.300.000,00
PPh Pasal 21 terutang:

5% x Rp50.000.000,00 Rp 2.500.000,00

15% x Rp16.300.000,00 Rp 2.445.000,00

Rp 4.945.000,00
PPh Pasal 21 sebulan:
Rp 4.945.000,00: 12 Rp 412.083,00
Perhitungan PPh pasal 21 atas uang rapel, sebagai berikut:
Gaji pokok sebulan Rp 5.000.000,00
Tunjangan makan Rp 2.000.000,00
Tunjangan pengobatan Rp 4.500.000,00
Total penghasilan bruto sebulan Rp 11.500.000,00

Pengurangan:
1. Biayajabatan (5% x Rp11.500.000,00)
= Rp575.000, maks. diperbolehkan Rp  500.000,00

2. luran pensiun Rp 100.000,00

Rp  600.000,00

Penghasilan neto sebulan Rp 10.900.000,00

Perhitungan PPh 21 dan Software PPh 21 Terbaik | 55



Penghasilan neto setahun:
12 x Rp10.900.000,00

PTKP (K/0):
- Untuk WP sendiri
- Tambahan WP kawin

Penghasilan Kena Pagjak setahun
PPh Pasal 21 terutang:
5% x Rp50.000.000,00

15% x Rp22.300.000,00

PPh Pasal 21 sebulan:
Rp 5.845.000,00: 12

Rp54.000.000,00
Rp_4.500.000,00

Rp 2.500.000,00
Rp_3.345.000,00

Rp 487.083,00

PPh pasal 21 Januari s.d Me 2019 seharusnya adal ah:

5 x Rp487.083,00

PPh pasal 21 yang sudah dipotong Januari s.d Mei 2019:

5 x Rp412.083,00
PPh pasal 21 untuk uang rapel
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Rp130.800.000,00

Rp 58.500.000,00

Rp 72.300.000,00

Rp 5.845.000,00

Rp2.435.416,00

Rp2.060.415,00

Rp 375.001,00



Contoh 1.7. Pegawai Tetap Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikag,
Tunjangan Hari Raya atau Tahun Baru, Bonus, Premi, dan Penghasilan
Sglenis Lainnya yang Sifatnya Tidak Tetap dan Pada Umumnya Diberikan
Setahun Sekali

Sucipto bekerja pada perusahaan PT Maju Bersama, memperoleh gaji sebulan
sebesar Rp3.000.000,00. Dalam tahun yang bersangkutan Sucipto menerima
bonus sebesar Rp6.000.000,00. dan membayar membayar iuran pensiun ke dana
pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar
Rp60.000,00 sebulan. Sucipto belum menikah.

Perhitungan PPh pasal 21 atas gaji, sebagai berikut:

Ggji sebulan Rp 3.000.000,00
Pengurangan:
1. Biaya Jabatan
5% x Rp3.000.000,00 Rp 150.000,00
2. luran Pensiun Rp  60.000,00

Rp 210.000,00
Penghasilan neto sebulan Rp 2.790.000,00

Penghasilan neto setahun

12 x Rp2.790.000,00 Rp33.480.000,00
PTKP (TK/0):

- Untuk WP sendiri Rp54.000.000,00
Penghasllan Kena Pgjak setahun Rp 0,00

Tidak dipotong PPh 21 karena di bawah PTKP

Perhitungan PPh 21 dan Software PPh 21 Terbalk | 57



Perhitungan PPh pasal 21 atas gaji dan bonus, sebagal berikut:

Gagji sebulan (12 x Rp3.000.000) Rp36.000.000,00
Bonus Rp 6.000.000,00
Penghasilan bruto setahun Rp42.000.000,00
Pengurangan:
1. Biaya Jabatan

5% x Rp42.000.000,00 Rp 2.100.000,00

2. luran Pensiun (12 x Rp60.000) Rp  720.000,00

Rp 2.820.000,00

Penghasilan neto setahun Rp39.180.000,00
PTKP (TK/0):

- Untuk WP sendiri Rp54.000.000,00
Penghasllan Kena Pagjak setahun Rp 0,00

Tidak dipotong PPh 21 karena di bawah PTKP

Contoh 1.8. Pegawai Tetap yang Dipindahtugaskan dalam Tahun Berjalan

Tommy (Tidak kawin, tanpa tanggungan) adalah pegawa pada PT Jaya di
Jakarta. Sgjak tanggal 1 Juni 2019 dipindahtugaskan ke kantor cabang di
Bandung. Gaji Tommy sebesar Rp10.000.000,00 sebulan dan pembayaran iuran
pensiun yang dibayar sendiri sebulan sgfumlah Rp200.000,00.

Perhitungan PPh pasal 21 - Kantor Pusat di Jakarta:

Gaqji sebulan Rp 10.000.000,00
Pengurangan:

1. BiayaJabatan (5% x Rp10.000.000) Rp 500.000,00

2. luran pensiun Rp 200.000,00

Rp _ 700.000,00
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Penghasilan neto sebulan Rp 9.300.000,00

Penghasilan neto setahun (12 x Rp9.300.000) Rp111.600.000,00
-/- PTKP (TK/0) Rp 54.000.000,00
Penghasilan Kena Pgjak Setahun Rp 57.600.000,00

PPh pasal 21 terutang setahun:

5% x Rp50.000.000,00 Rp2.500.000,00
15% x Rp 7.600.000,00 Rp1.140.000,00
Rp3.640.000,00

PPh pasal 21 sebulan
Rp 3.640.000: 12 Rp 303.333,00

PPh pasal 21 terutang yang harus dipotong untuk masa Januari d Mel 2019

5/12 x Rp3.640.000 Rp 1.516.667,-
PPh pasal 21 yang sudah dipotong masa Januari d Me 2019

5 x Rp303.333 Rp 1.516.667.-
PPh ps 21 kurang (lebih) dipotong Nihil

Perhitungan PPh pasal 21 - Kantor Cabang di Bandung:

Penghasilan neto di Bandung (7 x Rp10.000.000) Rp 70.000.000,00
Pengurangan:
1. BiayaJabatan (5% x Rp70.000.000) Rp 3.500.000,-
2. luran pensiun (7 x Rp200.000) Rp 1.400.000,-

Rp 4.900.000,00
Penghasilan neto di Bandung Rp 65.100.000,00
Penghasilan neto di Jakarta (5 x Rp9.300.000) Rp 46.500.000,00
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Penghasilan neto setahun Rp111.600.000,00
-/- PTKP (TK/0O) Rp 54.000.000,00
Penghasilan Kena Pgjak Setahun Rp 57.600.000,00

PPh pasal 21 terutang setahun:

5% x Rp50.000.000,00 Rp2.500.000,00
15% x Rp 7.600.000,00 Rp1.140.000,00
Rp3.640.000,00

PPh pasal 21 terutang di Jakarta Rpl1.516.667,00
PPh pasal 21 terutang di Bandung  Rp2.123.333,00

PPh pasal 21 sebulan yang harus dipotong di Bandung
Rp 2.123.333: 7 Rp 303.333,00

Contoh 1.8. Pegawai Tetap yang Baru Mulai Bekerja pada Tahun Berjalan

Budi bekerja pada PT Jaya sebagai pegawai tetap sgak 1 September 2019, Budi
telah menikah tetapi belum mempunyai anak. Gaji sebulan Rp8.000.000,00; dan
iuran pensiun yang dibayar tiap bulan sebesar Rp150.000,00.

Perhitungan PPh pasal 21 sebagai berikut:

Ggji sebulan Rp 8.000.000,00
Pengurangan:
1. Biaya Jabatan
5% x Rp8.000.000,00 Rp 400.000,00
2. luran Pensiun Rp 150.000,00

Rp 550.000,00
Penghasilan neto sebulan Rp 7.450.000,00
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Penghasilan neto setahun

4 x Rp7.450.000,00 Rp29.800.000,00
PTKP (K/0)
- Untuk WP sendiri Rp54.000.000,00
- Tambahan karena menikah Rp 4.500.000,00
Rp58.500.000,00
Penghasilan Kena Pagjak setahun Rp 0,00

Tidak dipotong PPh 21 karena di bawah PTKP

Contoh 1.9. Pegawai Berhenti Bekerja pada Tahun Berjalan dan Sekaligus
Kehilangan Kewajiban Pajak Subjektif

Lewis (K/3) mulai bekerja Me 2014 dan berhenti bekerja sgjak 1 Juni 2019, dan
meninggalkan Indonesia ke negara asalnya (Kehilangan pajak subjektif). Selama
tahun 2019 menerima gaji per bulan sebesar Rp15.000.000,00 dan pada bulan
April 2019 menerima bonus sebesar Rp20.000.000,00.

Perhitungan PPh pasal 21 atas gaji, sebagai berikut:

Ggji sebulan Rp 15.000.000,00
Pengurangan:

Biayajabatan = 5% x Rp15.000.000 = Rp750.000

maks. diperbolehkan Rp  500.000,00
Penghasilan neto atas gaji sebulan Rp 14.500.000,00

Penghasilan neto disetahunkan
12 x Rp14.500.000 Rp174.000.000,00
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PTKP (K/3)

- Untuk WP sendiri

- Tambahan karena menikah
- Tambahan untuk 3 anak

Penghasilan Kena Pgjak
PPh pasal 21 terutang setahun:

5% x Rp50.000.000,00
15% x Rp52.000.000,00

Rp54.000.000,00
Rp 4.500.000,00
Rp13.500.000,00

Rp 2.500.000,00
Rp 7.800.000,00

Rp10.300.000,00

Rp 72.000.000,00
Rp102.000.000,00

PPh pasal 21 atas gaji sebulan = Rp10.300.000: 12 = Rp858.333,00

Perhitungan PPh pasal 21 atas gaji dan bonus, sebagal berikut:

Gaji sebulan (12 x Rp15.000.000)

Bonus

Penghasilan bruto setahun

Pengurangan:
Biaya Jabatan

5% x Rp200.000.000,00, maks. diperbolehkan

Penghasilan neto setahun

PTKP (K/3):
- Untuk WP sendiri

- Tambahan karena menikah

Rp54.000.000,00
Rp 4.500.000,00
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Rp180.000.000,00
Rp 20.000.000,00

Rp200.000.000,00

Rp 6.000.000,00

Rp194.000.000,00



- Tambahan untuk 3 anak Rp13.500.000,00

Rp 72.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak Rp122.000.000,00

PPh pasal 21 terutang setahun:

5% x Rp 50.000.000,00 Rp 2.500.000,00
15% x Rp 72.000.000,00 Rp10.800.000,00
Rp13.300.000,00

PPh pasal 21 atas Bonus
PPh pasal 21 atas Bonus adal ah:
Rp 13.300.000,00 — Rp10.300.000,00 Rp 3.000.000,00

Penghitungan kembali PPh pasal 21 terutang pada saat pegawai yang
ber sangkutan berhenti dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Gagji selama 5 bulan (5 x Rp15.000.000) Rp 75.000.000,00
Bonus Rp 20.000.000,00
Penghasilan selama 5 bulan Rp 95.000.000,00
Pengurangan:
Biayajabatan (5% x Rp95.000.00 = Rp4.750.000)

Maks diperbolehkan (5 x Rp500.000,00) Rp 2.500.000,00
Penghasilan neto 5 bulan Rp 92.500.000,00

Penghasilan neto disetahunkan =
12/5 x Rp92.500.000 Rp222.000.000,00

PTKP (K/3)
- Untuk WP sendiri Rp54.000.000,00
- Tambahan karena menikah Rp 4.500.000,00
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- Tambahan untuk 3 anak Rp13.500.000,00

Rp_72.000.000,00
Penghasilan K ena Pgjak Rp150.000.000,00

PPh pasal 21 terutang atas gaji dan bonus:

5% x Rp 50.000.000,00 Rp 2.500.000,00
15% x Rp100.000.000,00 Rp15.000.000,00
Rp17.500.000,00

PPh pasal 21 terutang penghasilan 5 bulan:
5/12 x Rp17.500.000 Rp7.291.666,00

PPh pasal 21 telah dipotong sampai dengan

bulan April 2019 atas gaji dan bonus:

(4 x Rp858.333) + Rp3.000.000 Rp6.433.332,00

PPh pasal 21 terutang dan harus dipotong untuk bulan Mei 2019 Rp 858.334,00

Catatan:
Cara penghitungan di atas berlaku juga untuk pegawai yang kehilangan kewajiban
subjektifnya pada tahun berjalan karena meninggal dunia.

Perhitungan Pemotongan PPh pasal 21 terhadap Penghasilan Pegawai
Harian, Tenaga Harian L epas, Penerima Upah Satuan, dan Penerima Upah

Borongan

A. Upah Harian

Contoh 1:
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Cahyono dengan status belum menikah pada bulan Januari 2019 bekerja
sebagal buruh harian PT Cipta Mandiri Sejahtera. la bekerja selama 10 hari
dan menerima upah sehari sebesar Rp200.000,-

Perhitungan PPh pasal 21 terutang:

Upah sehari Rp 200.000,00
Dikurangi batas upah harian tidak dilakukan

pemotongan PPh Rp 450.000,00
Penghasilan Kena Pgjak Sehari Rp 0,00
PPh pasal 21 dipotong atas upah sehari Rp 0,00

Sampai dengan hari ke-22, karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum
melebihi Rp4.500.000,00 maka tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong.

Pada hari ke-23 jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi
Rp4.500.000,00; maka PPh pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah
setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya.

Upah s.d hari ke-23 (Rp 200.000,00 x 23) Rp 4.600.000,00
PTKP sebenarnya {23 x (Rp 54.000.000,00/360) } Rp 3.450.000,00
Penghasilan Kena Pgjak s.d hari ke-23 Rp 1.150.000,00

PPh pasal 21 terutang s.d hari ke-23

(5% x Rp1.150.000) Rp 57.500,00
PPh pasal 21 yang telah dipotong s.d hari ke-22 Rp 0,00
PPh pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-23 Rp 57.500,00

Sehingga pada hari ke-23, upah bersih yang diterima Cahyono sebesar =
Rp 200.000,00 - Rp57.500,00 = Rp142.500,00
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Misakan Cahyono bekerja selama 24 hari, maka perhitungan PPh pasal 21
yang harus dipotong pada hari ke-24, adalah sebagai berikut:

Pada hari kerja ke-24, jumlah PPh pasal 21 yang dipotong adalah:

Upah sehari Rp 200.000,00
PTKP sehari — WP Pribadi

(Rp54.000.000,00: 360) Rp 150.000,00
Penghasilan Kena Pagjak Rp 50.000,00

PPh pasal 21 terutang = 5% x Rp50.000,00 = Rp2.500,00
Sehingga pada hari ke-24, Cahyono menerima upah bersih sebesar =
Rp 200.000,00 — Rp2.500,00 = Rp197.500,00

Contoh 2:
Nanang (belum menikah) pada bulan Maret 2019 bekerja pada perusahaan PT
Jaya, menerima upah sebesar Rp500.000,00 per hari.

Perhitungan PPh Pasal 21 upah sehari Rp500.000,00

Upah sehari di atas Rp450.000,00 adalah =

Rp 500.000,00 — Rp450.000,00 = Rp50.000,00

PPh pasal 21 = 5% x Rp50.000,00 = Rp2.500,00 (harian)

Pada hari ke-10 dalam bulan kalender yang bersangkutan, Nanang telah
menerima penghasilan sebesar Rp5.000.000,00; sehingga telah melebihi
Rp4.500.000,00.

Dengan demikian PPh pasal 21 atas penghasilan Nanang pada bulan Maret
2019 dihitung sebagai berikut:

Upah 10 hari kerja Rp 5.000.000,00
PTKP {10 x (Rp 54.000.000,00/360)} Rp 1.500.000,00
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Penghasilan Kena Pgjak Rp 3.500.000,00
PPh pasal 21 = 5% x Rp3.500.000,00 Rp 175.000,00

PPh pasal 21 yang telah dipotong s.d hari ke-9
(9 x Rp2.500,00) Rp  22.500,00
PPh pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-10 Rp 152.500,00

Jumlah sebesar Rp152.500,00 ini dipotongkan dari upah harian sebesar
Rp500.000,00 sehingga upah yang diterima Nanang pada hari kerja ke-10
adalah:

Rp 500.000,00 — Rp152.500,00 = Rp347.500,00

Pada hari kerja ke-11 dan seterusnya dalam bulan kaender yang
bersangkutan, jJumlah PPh pasal 21 per hari yang dipotong adal ah:

Upah sehari Rp 500.000,00
PTKP — WP Pribadi (Rp54.000.000,00/360) Rp 150.000,00
Penghasilan Kena Pajak Rp 350.000,00

PPh pasal 21 terutang = 5% x Rp350.000,00 = Rp17.500,00

. Upah Satuan

Rizal (belum menikah) adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit
TV pada perusahaan elektronika. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah
unit/satuan yang diselesaikan yaitu Rp75.000,00 per buah TV dan dibayarkan
tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu (6 hari kerja) dihasilkan sebanyak 24
buah TV dengan upah Rp1.800.000,00.

Perhitungan PPh pasal 21:
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Upah sehari adalah Rp1.800.000,00: 6 Rp 300.000,00
Upah di bawah Rp450.000,00 sehari dan total di bawah Rp4.500.000,00

Tidak dipotong PPh 21 karena di bawah ketentuan

C. Upah Borongan
Mawan mengerjakan dekoras sebuah rumah dengan upah borongan sebesar
Rp1.000.000,00, pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari.

Upah borongan sehari = Rp1.000.000,00: 2 Rp 500.000,00
Upah sehari di atas Rp450.000,00

(Rp 500.000,00 — Rp450.000,00) Rp 50.000,00
Upah borongan terutang pajak

(2 x Rp50.000,00) Rp 100.000,00

PPh pasal 21 = 5% x Rp100.000,00 = Rp5.000,00

D. Upah Harian/Satuan/Borongan/Honorarium Yang Diterima Tenaga
Harian Lepas Tapi Dibayarkan Secara Bulanan
Bagus bekerja pada perusahaan Elektronik dengan dasar upah harian yang
dibayarkan bulanan. Pada bulan Januari 2019, Bagus hanya bekerja 20 hari
kerja dan upah sehari adalah Rp300.000,00. Bagus telah menikah, tetapi

belum mempunyai anak.

Perhitungan PPh pasal 21:

Upah Januari 2019 = 20 x Rp300.000,00 Rp 6.000.000,00
Penghasilan neto setahun = 12 x Rp6.000.000,00 Rp 72.000.000,00
PTKP (K/0)
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- WP Pribadi Rp 54.000.000,00
- Tambahan karenamenikah Rp 4.500.000,00

Rp58.500.000,00
Penghasilan Kena Pgjak Rp 13.500.000,00

PPh pasal 21 setahun adalah sebesar:
5% x Rp13.500.000,00 = Rp  675.000,00

PPh pasal 21 sebulan adalah sebesar:
Rp 675.000,00: 12 = Rp56.250,00

Perhitungan PPh pasal 21 atas Honorarium Komisaris Yang Tidak

Merangkap sebagai Pegawai Tetap

Ridwan adalah seorang Komisaris di PT Media Primatama, yang bukan sebagai
pegawai tetap. Dalam tahun 2019, yaitu bulan Desember 2019, ia menerima
honorarium sebesar Rp60.000.000,00.

PPh pasal 21 yang terutang adalah:

5% x Rp50.000.000,00 Rp 2.500.000,00
15% x Rp10.000.000,00 Rp 1.500.000,00
PPh pasal 21 yang harus dipotong  Rp 4.000.000,00

Apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan, dibayarkan penghasilan kepada
yang bersangkutan lebih dari 1 (satu) kali, maka PPh pasal 21 atas pembayaran
penghasilan yang berikutnya dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat (1)
huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto kumulatif yang diterima dengan
memperhitungkan penghasilan yang telah diterima sebelumnya.
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Penghitungan PPh pasal 21 Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Bukan

Pegawai Yang Menerima Penghasilan Yang Bersifat Berkesinambungan

Contoh penghitungan PPh pasal 21 atas jasa dokter yang praktik di rumah

sakit dan/atau klinik

dr. Abdul, SP.JP Merupakan dokter spesiais jantung yang melakukan praktik di
Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat, dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa
dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh rumah sakit sebagai
bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut
akan dibayarkan kepada dr. Abdul, SP.JP pada setiap akhir bulan. Selain praktik
di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat, dr. Abdul, SP.JP juga melakukan praktik
sendiri di klinik pribadinya, dr. Abdul, SP.JP telah memiliki NPWP dan pada
tahun 2019, jasa dokter yang dibayarkan pasien dari praktik dr. Abdul, SP.JP di
Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat adalah sebagai berikut:

Bulan Jasa Dokter Yang Dibayar Pasien
(Rupiah)

Januari 45.000.000
Februari 49.000.000
Maret 47.000.000
April 40.000.000
Mei 44.000.000
Juni 52.000.000
Juli 40.000.000
Aqgustus 35.000.000
September 45.000.000
Oktober 44.000.000
Nopember 43.000.000
Desember 40.000.000

Jumlah 524.000.000
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Penghitungan PPh pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2019:

Bulan Jasa Dokter Dasar Dasar Tarif PPh

yang dibayar | Pemotongan | Pemotongan | Pasal 17 Pasal 21

Pasien PPh Pasal 21 | PPh Pasal 21 | ayat (1) terutang

(Rupiah) (Rupiah) Kumulatif huruf a (Rupiah)

(Rupiah) UU PPh
() (@) (3) =50% x (2) (4) (©) (6) =(3) x (5)
Januari 45.000.000 22.500.000 | 22.500.000 5% 1.125.000
Februari 49.000.000 24.500.000 | 47.000.000 5% 1.225.000
Maret 3.000.000 | 50.000.000 5% 150.000
47.000.000
20.500.000 | 70.500.000 15% 3.075.000
April 40.000.000 20.000.000 | 90.500.000 15% 3.000.000
Mei 44.000.000 22.000.000 | 112.500.000 15% 3.300.000
Juni 52.000.000 26.000.000 | 138.500.000 15% 3.900.000
Juli 40.000.000 20.000.000 | 158.500.000 15% 3.000.000
Agustus 35.000.000 17.500.000 | 176.000.000 15% 2.625.000
September 45.000.000 22.500.000 | 198.500.000 15% 3.375.000
Oktober 44.000.000 22.000.000 | 220.500.000 15% 3.300.000
Nopember 43.000.000 21.500.000 | 242.000.000 15% 3.225.000
Desember 8.000.000 | 250.000.000 15% 1.200.000
40.000.000

12.000.000 | 262.000.000 25% 3.000.000
Jumlah 524.000.000 | 262.000.000 35.500.000
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Apabila dr. Abdul SP.JP tidak memiliki NPWP, maka PPh pasal 21 terutang
adalah sebesar 120% dari PPh pasal 21 terutang sebagaimana contoh di atas.

Penghitungan PPh pasal 21 Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Bukan
Pegawai Yang Menerima Penghasilan Yang Tidak Bersifat

Berkesinambungan

Badhrun melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT Cahaya Kurnia dengan
fee sebesar Rp5.000.000,00.

Besarnya PPh pasal 21 yang terutang adalah sebesar:
5% x 50% x Rp5.000.000,00 = Rp125.000,00

Dalam ha Badhrun tidak memiliki NPWP, maka besarnya PPh pasa 21 yang

terutang menjadi sebesar:

120% x 5% x 50% x Rp5.000.000,00 = Rp150.000,00

Penghitungan Pemotongan PPh pasal 21 atas Penghasilan Yang Diterima

Peserta K egiatan

Sony adalah seorang atlet bulutangkis professional Indonesia yang bertempat
tinggal di Jakarta. la menjuarai turnamen Indonesia Grand Prix Gold dan
memperoleh hadiah sebesar Rp200.000.000,00.

PPh pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen Indonesia Grand Prix Gold
tersebut adalah:

5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00
15% x Rp150.000.000,00 = Rp22.500.000,00
Rp25.000.000,00
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Penghitungan Pemotongan PPh pasal 26 atas Penghasilan Pegawai Dengan
Status Wajib Pajak Luar Negeri Yang Memperoleh Gaji Sebagian atau
Seluruhnya Dalam Mata Uang Asing

» Daam ha pegawa dengan status Wajib Pajak Luar Negeri memperoleh gagji
sebagian atau seluruhnya dalam mata uang asing, sebelum PPh dihitung,
terlebih dahulu harus dikonversi dalam mata uang rupiah.

» PPh pasal 26 yang terutang dihitung berdasarkan jumlah penghasilan bruto,
dan tidak boleh diperhitungkan pengurangan-pengurangan seperti biaya
jabatan dan PTKP.

Russel adalah pegawai asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Dia
berstatus menikah dan mempunyai 2 orang anak. la memperoleh gaji pada bulan
Maret 2019 sebesar US$ 2.500 sebulan. Kurs Menteri Keuangan pada saat
pemotongan adalah Rp11.500,00 untuk US$ 1,00.

Penghitungan PPh pasal 26:
Penghasilan bruto berupa ggji sebulan adalah =
US$ 2.500 x Rp11.500,00 = Rp28.750.000,00

PPh pasal 26 terutang adalah = 20% x Rp28.750.000,00 = Rp5.750.000,00

Softwar e payroll terbaik di Indonesia

Andal software adalah salah satu software payroll di Indonesia yang laing lama,
yakni telah melayani konsumennya selama 15 tahun, yang telah melayani ratusan
pelanggannya yang tersebar di Indonesia, Maaysia, Jepang, Amerika Serikat, dan
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Jerman. Terdiri dari berbagai bidang industri seperti pabrik, pelayanan jasa,
restoran, pertambangan, pelayanan publik, organisasi non-pemerintah dan

lainnya.

Andal software memiliki beberapa produk sesuai kebutuhan pengguna, seperti
Anda paymaster, software ini dirancang untuk kebutuhan data kepegawaian,
kehadiran, penggagjian, BPJS dan PPh 21. kemudian produk lainnya Andal
Linkage yang merupakan aplikas berbasis web yang memungkinkan karyawan
atau supervisor untuk mengakses data pribadi, data absensi, perubahan jadwal
kerja, lembur, cuti dan klaim karyawan

Hardware dan System Requirements
Hardware minimum requirements:
Processor Pentium 4 atau sebanding
RAM (Memory) 1 GB
Harddisk space 20 GB
CD/DVD-Rom Drive
Printer Dot Matrix (EPSON LQ-2180)

System minimum requirements:
Operating System: Microsoft Windows 2000 dengan SP4, Microsoft
Windows XP dengan SP2, Microsoft Windows Vista.
Microsoft .Net Framework 2.0
Microsoft Windows Installer 3.1
Microsoft SQL Server 2000 SE/EE atau Microsoft SQL Server Desktop
Engine, Microsoft SQL Server 2005 SE/EE atau Microsoft SQL Server
2005 Express Edition.
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Persiapan Training

Bahan yang diperlukan dalam mengikuti training Andal PayMaster atau Andal

Kharisma:

1.

Database backup APM2010_ Master

Data karyawan yang ada di database ini yang akan digunakan untuk
training. Susunan organisasi, jabatan, dan posisi, serta setting untuk
pajak sudah diisi.

Data-data kehadiran dan overtime serta text file hasil polling dari mesin
adadi Latihan di bulan Januari.

File excel “attendance Jan.xml* berisi data kehadiran bulan Januari File
excel “SPL Jan.xml* berisi Surat Perintah Lembur bulan Januari.

File excel “Payroll Basal.xml* berisi data gaji semua karyawan.

File text “Formula allowance™ berisi formula untuk tunjangan makan.

File excel “pajak 2010.x1s* file perhitungan pajak.

Latihan di bulan Februari
File excel “SPL Feb.xml” beris Surat Perintah Lembur bulan Februari.
File text “attendance Feb.txt” berisi data kehadiran bulan Februari.
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1

Membuat Database Baru

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pada layar awal Andal PayMaster 2016, hal pertama kali yang harus
dilakukan adalah membuat database baru, halaman untuk membuat
database baru akan tampil seperti di bawah ini.

Compey E

=ralie Hane
Super User

Jzarmans ovan
Fapanced T

Confirm Pasamard  ssssse

Avance

Databoso Sorver Connection

Pasyoord (AL R R R R

Gbr 1.1

2. Is masing-masing field dengan mengikuti penjelasan table berikut:
Profile Name: Nama perusahaan yang akan dibuat.
Untuk field Super User, digunakan sebagai nama user dan password
pada saat akan menjalankan Andal PayMaster.
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User Id . Isi user ID dengan admin.
Password  : Password login untuk user diisi dengan 123456.

Database Server Connection

Server Type : Tipe server.

Terdapat 2 tipe server yaitu: Microsoft SQL Server dan Microsoft SQL
Server Local DB.

Server Name: Nama server, bila database ada di komputer user, maka
diis dengan nama komputer. Bila menggunakan MS SQL express,
maka server name-nya namapc\SQL 2008R2 Database: Nama database

yang akan digunakan.
User ID . User name dari SQL Server biasanyaditulis dengan sa
Password : Password untuk masuk ke SQL Server, tergantung pada

saat melakukan installass MS SQL, biasanya diisi dengn P@sswOrd.

Klik tombol “Test Connection” bila database belum ada, maka akan
tampil layar seperti pada gambar di bawah ini:

(i Daabase

Gbr 1.2

Klik tombol “Yes®.
Setelah Progress Create Database telah selesai, klik tombol “OK”.

Aplikasi akan menampilkan kotak dialog seperti gambar di bawah

berikut ini:
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Information [

o Connection is successfully.

-

Gbr 1.3

5. Klik tombol “OK”. Aplikasi akan menampilkan halaman login seperti

gambar di bawah ini.

‘ ﬁéyMaster 2016

Gbr 1.4

6. Masukkan Username dengan “admin® dan password dengan “123456.
Kemudian klik tombol “Log In”.

Jika username dan password yang dimasukkan benar, maka sistem akan

melakukan proses login.

Upgrading database 01.01.09.24 s procsssing.

Gbr 1.5

Setelah berhasil, sistem akan menampilkan set up menu parameter seperti di
bawah ini:
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Pay Master Enterprise Version [ x|

Choose parameter below :
® Fanyall

Import XML Data

oK

Gbr 1.6

Pada tampilan menu parameter, terdapat dua pilihan yaitu:

1. Manua : akan membuat set up parameter secara manual
yang perhitungannya dapat disesuaikan dengan
perusahaan Anda.

2. Import XML Data: akan mengimpor file XML yang sudah dibuat

sebelumnya yang akan menjadi parameter atau pola
dalam memproses data pada Andal PayMaster.
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2

General Setting

Digunakan untuk melakukan set up parameter, agar Andal PayMaster dapat
menghitung sesual dengan perhitungan di perusahaan Anda.

2.1. System Info

Setup Setting - o IEN
Expiorer 3 | General A
Setting Date Format MMddyyyy
o
from &
® Default temp folder
b ulate by ® Jo e
payrol N
mploves ranefer wilbepad @ At new posit
Sma minator vl 500 - cach payment v/ Keep balance for next perio
ff ti ® Leftasitis th the sch
her e thare is actual duty on or achual duty off snedar a | ® Consider as attend
ave wil be deleted)
Reminder Vaidity A
Reminder v Pension male age 50 |3 Year(
30 e 50
) 7
s . P
]

Toel ITP LBw

Gbr2.1.1
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Pada saat date format diganti, akan tampil pesan sebagai berikut:

Gbr 2.1.2

Bila dipilih Yes, maka program akan di-restart dan akan kembali lagi ke
menu ini dan format akan berubah sesuai dengan yang dipilih. Bila dipilih
No, maka format tanggal tidak akan berubah hingga program di-start ulang.
Setelah selesa restart, Anda diminta untuk memasukkan user name dan

password kembali, kemudian sistem akan kembali ke posisi general setting.

Penjelasan field:
GENERAL
Date Format : Terdapat 3 Format tanggal, yaitu:
ddMMyyyy [1 15/01/2017
ddMMMyyyy [ 16/Jan/2017
MMddyyyy [ 12/31/2016
Default collapse  : Bila di-check maka tampilan grid akan di-
data collapsed, dan bila di-uncheck akan di-expand.
Max Range date : Rentang tanggal maksimum untuk menampilkan

data atau proses Basic salary Calculation Base on.

Employee will move into history after: Rentang tanggal untuk menentukan
data karyawan yang akan masuk ke dalam “History” dari tanggal karyawan

tersebut resign/berakhirnya masa probation/berakhirnya masa kontrak kerja.
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Transaction will move into history after: Rentang tanggal untuk menentukan
data transaksi yang akan masuk ke dalam “History” dari tanggal efektif
berlakunya transaksi.

Export file to . Menentukan pengaturan lokasi untuk penyimpanan
ekspor data. Dapat di-set dengan default folder atau
setiap mengekspor data, maka sistem akan memunculkan
kotak dialog dan user dapat menentukan |okasi
penyimpanan ekspor data.

Length of service based on join date will be calculate by:

Menentukan dasar perhitungan masa kerja karyawan.

PAYROL L

Employee Transfer will be paid : Menentukan dasar perhitungan komponen
ggji pada karyawan baru atau karyawan yang
dipindahkan ke cabang.

Smallest denominator . Untuk menentukan satuan pembayaran
dengan uang pecahan yang terkecil, bila sisa
pembulatan akan disimpan, maka di-check
keep balance for the next period.

ATTENDANCE
Missing duty on and/or duty off data: bila data attendance hanya ada

duty on atau duty off sga, maka sistem akan () left as it is:

membiarkan data duty on atau data duty off-nya kosong.

(O fill inwith schedule : data yang duty on atau duty off-nya kosong akan
diisi dengan duty on atau duty off dari Roster.
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When leave and there is actual duty on or actual duty off:
() Consider as leave . data duty on atau duty off akan diabaikan.
() Consider as attend . cuti akan dibatalkan dan dianggap masuk.

REMINDER VALIDITY

n days before exp. date : Digunakan untuk menampilkan karyawan yang

hampir habis masa kontraknya atau masa
percobaannya dalam n hari.

n days after exp. date  : Digunakan untuk menampilkan data karyawan
berstatus kontrak atau percobaan yang tanggal jatuh
temponya sudah lewat n hari. (n diis dengan jumlah
hari yang masih akan ditampilkan).

Pension Mae Age . Digunakan untuk menampilkan data karyawan
laki-laki yang umurnya n tahun, dalam x hari yang
ditentukan pada minus x days.

Pension Female Age : Digunakan untuk menampilkan data karyawan
wanita yang umurnya n tahun, dalam x hari yang
ditentukan pada minus x days.

Claim Dependent Age : Digunakan untuk menampilkan data karyawan
yang anaknya hampir mencapai batas umur n tahun
untuk dapat melakukan klaim pengobatan.

LEAVE
Working effective/join date at the ... will get 1 day leave:

Field ini menunjukkan batas tanggal pada bulan yang bersangkutan
diperhitungan untuk mendapatkan cuti.
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Misa jika diisi 10, maka karyawan yang masuk kerja sebelum tangga 10,
pada bulan karyawan tersebut masuk kerja akan diperhitungkan untuk
mendapatkan cuti. Namun jika karyawan bergabung setelah tanggal 10, maka
pada bulan karyawan tersebut masuk kerjatidak diperhitungkan dengan cuti.

CLAIM
Working effective/join date at the ... will get full amount claim:

Field ini menunjukkan batas tanggal pada bulan yang bersangkutan
diperhitungan untuk mendapatkan claim. Misa jika diisi 10, maka karyawan
yang masuk kerja sebelum tanggal 10, pada bulan karyawan tersebut masuk
kerja akan diperhitungkan untuk mendapatkan claim. Namun jika karyawan
bergabung setelah tanggal 10, maka pada bulan karyawan tersebut masuk
kerja, tidak diperhitungkan dengan claim.

Default by system 1.
Emerge Claim date for Monthly at the ... anniversary

Bila tangga terbit claim berdasarkan tanggal karyawan masuk kerja, maka
pada anniversary di-check, sedangkan bila terbitnya claim berdasarkan
tanggal tertentu maka pada tangga di-check, kemudian masukkan tanggal
terbitnya. Default tanggal 1.

Claim can be minus : Bilaclaim pengobatan dapat minus, maka di-check
Default uncheck

Klik tombol “Next” untuk melanjutkan ke setting “System Polling™.
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2.2. System Polling

Polling merupakan proses pengambilan data dari hasil penarikan data mesin
kehadiran dari komputer ke dalam program, Andal PayMaster 2016, dapat
dihubungkan lebih dari satu macam mesin yang mempunyai format berbeda.
Daam latihan ini menggunakan dua mesin pencatat kehadiran, satu mesin
untuk mencatat jam masuk, dan satunya untuk mencatat jam keluar. Kedua
mesin tersebut mempunyai format yang berbeda. Mesin untuk mencatat jam
masuk menggunakan format txt, sedangkan untuk mencatat jam keluar
menggunakan format CSV, susunan datanya pun berbeda. Mendefinisikan

data dari mesin pencatat kehadiran, klik new untuk jam masuk.

] Klik

Gbr2.2.1
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Start Postion Length Format Separator

Gbr 2.2.2

Penjelasan field:

Name : diisi dengan nama data yang akan diproses.

ProcessType : Jenis penarikan data yang akan di tarik dari mesin
absen, di sini ada duatipe, yaitu Range dan On/Off.

Data Type : Format penyimpanan data dari mesin absen.

Ignore First Row : Pilihan untuk tidak membaca header data.

Filename : Nama file dari mesin absen yang sudah disimpan
sebelumnya.
Date . Menentukan posis awal, panjang, separator dan

format tanggal pada mesin absen.
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Hour : Menentukan posisi awal, panjang, separator dan format
jam pada mesin absen.
Card ID : Menentukan posisi awal dan panjang ID karyawan yang

dipakai pada mesin absen.

Location : Menentukan panjang field untuk lokasi mesin absensi.

On/Off : Menentukan posisi awal dan panjang kode masuk atau
keluar.

Duty On : Field untuk jam masuk.

Dutt Off : Field untuk jam keluar.

Processtype: Range
Untuk mesin absen yang tidak bisa membedakan in dan out. Bila memilih

Range, maka rentang jam perlu didefinisikan.

Jam Schedule Kerja:
| | | | | |
| | | | | |
07.30 08.00 08.30 16.30 17.00 17.30
30——————30nnt 30 30mnt
Rentang jam masuk Rentang jam keluar
yang akan diambil yang akan diambil

Jika pada Range Duty On diis 30 dan Range Duty Off diisi 30, maka jam
kehadiran yang akan dibaca adalah antara jam 07.30 sampa dengan jam
08.30 untuk jam masuk, dan jam 16.30 sampai dengan jam 17.30 untuk jam
keluar. Jadi, bila ada karyawan masuk pk 09.00, data jam masuknya tidak
akan diambil.
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On/Off
Pilihan ini untuk mesin absen yang bisa membedakan in dan out, dan sistem
mengecek jam shift sebelum dan sesudahnya.

15 Jan 2010 16 Jan 2010

| | |
I S ——E——— r

08.00  17.00 23.00 07.00 23.00 07.00

Untuk schedule kerja tanggal 15 Jan 2010 ini, data yang akan diambil dari
mesin adalah dari tanggal 15 Jan pk 17.00 hingga tanggal 16 Jan 2010 pk
07.00.

Sekarang masukkan untuk setting mesin kedua, klik new lagi.

Setup Setting - oI IE8

Setting General KI | k

Gbr 2.2.3

Untuk menentukan letak data dengan format csv, yang perlu ditentukan
adalah posisi antara koma, pada file CSV di atas, tanggal ada pada kolom
pertama, jam pada kolom kedua, lokasi mesin pada kolom ke tiga, dan NIK
pada kolom ke empat. Cara mengisi pada setting-nya adalah sebagai berikut:
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-

Gbr 224

Setelah diisi semua tekan tombol “Save”. Setelah di-save, akan kembali ke

layar setting.

Pada saat polling data kehadiran, bila datain atau out-nya ada, maka program
akan mengisi kode kehadiran dengan kode kehadiran yang ditentukan pada
kolom Attend Code, sedangkan bila data in dan out-nyatidak ada maka akan
diisi dengan kode kehadiran pada kolom Absent Code, seperti terlihat pada
gambar di bawah ini.

Attendance Code A
MName Description Attend Code Absent Code
» | Short Working Days Short Working Days H ™M
2 Mational Holiday National Holiday HL M
3 Working Days Working Days H M
4 Day Off Day Off H ]
Gbr 2.2.5
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Data type: ada 3 tipe data Text, Access (MDB) dan CSV Access (mdb):
Password: Password file database mdb.

Table : Name tabel database.

Cad ID : Nama field untuk menyimpan nomor Identitas Karyawan.

Date On : Nama field untuk tanggal padajam masuk.

Duty On : Namafield untuk jam masuk.

Daye : Nama field untuk tanggal padajam keluar.

Off

Duty : Nama field untuk jam Keluar.

Off

Location  : Namafield untuk alamat mesin.

On/OF : Nama field untuk kode masuk atau keluar, hanya digunakan

bila mesin pencatat kehadiran memiliki kode in dan out.

Ccsv

Untuk format CSV, posis yang digunakan adalah field yang keberapa,
karena setiap field dibatasi oleh deliminator, maka posis field dapat dengan
mudah diketahui. Keunggulan menggunakan CSV adalah panjang karakter di
masing masing field tidak harus sama. Jadi bila ada NIK yang panjangnya
tidak sama, menggunakan CSV akan lebih baik.

“l-- ceeeBeeen —o3en o-f--
A@01,1/3/2017,5:86 PM,2
APB1,1/4/20817,5:08 PM,2
A001,1/5/2017,5:58 PM,2
AQ01,1/6/2017,5:27 PM,2
A001,1/9/2017,5:52 PM,2

Gbr 2.2.6

Pada contoh di atas,
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No | Field Kolom ke | Format Deliminator
1 | Tangga 2 mmddyyyy /

2 | Jam 3 hhmm

3 | NIK 1

4 | On/Off 4

OnOff (akan tampil bila Process type dipilih On Off)

Duty on: diisi dengan kode duty on pada mesin pencatat kehadiran
Duty Off: diisi dengan kode duty off pada mesin pencatat kehadiran

Text:

Data mesin pencatat kehadiran yang berupa text, setigp data yang sama
seperti tanggal atau NIK akan mempunya panjang karakter yang sama.
Sehingga pada saat menentukan data, misalkan data NIK, maka akan dihitung
dari posisi karakter yang keberapa, karakter yang pertama akan dihitung
sebagal posisi 1, kemudian panjangnya karakter tersebut. Contoh bentuk data

text:

NIK|tanggal|jam|kd

0000111111112222222)|
ABO11/3/20175 : 06PM2
AB@11/4/20175 : 0OPM2
AB@11/5/20175 : 58PM2
ABO11/6/20175 : 27PM2
ABO11/9/20175 : 52PM2

Gbr 2.2.7
Pada contoh di atas,
No | Field Posisi ke | Panjang | Format
1 | NIK 1 4
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2 | Tangga 5 8 mmddyyyy | /
Jam 13 6 hhmm
4 | Kode 18 1

2.3. Password Policy

Digunakan untuk mengatur security penggunaan aplikasi, mengenai panjang
minimal password, maksimum penggunaan password dan maksimum login

gagal yang diperbol ehkan.

Gbr 2.3.1

Penjelasan field:
Min. Password Length ... character(s): jumlah minimum karakter yang

diperbolehkan untuk password.

Max. Account Password Age ... day(s): masa password berakhir setigp n

hari.
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Password History ... time(s): password yang sama dapat digunakan kembali
setelah pergantian password n kali.

Max. Log On Failed ... time(s): Jumlah password gagal maksimum..
Encrypt Data: Pilihan utk enskripsi data.

Klik tombol “Next“ untuk meneruskan ke layar “Tag”.

24. TAG

Tag digunakan untuk menentukan hari kerja dan hari libur nasional, default-
nyatag terdiri dari 4, yaitu:

Hari kerja pendek (Short Working Days).

Hari libur nasional (National Holiday).

[1 Hari kerja (Working Days) [1 Hari off (Day off).

L angkah-langkah melakukan setting tag:
1. Layar Tag tampak seperti gambar di bawah berikut ini.

Setup Setting - o EEH
Explorer w | [N Mew [Edit [ Delete 2 Refresh
Setting Tag ~

Name Jescriphon Tag Color Crder By Caloulate
1 » | shart Working Days hort Warking Days

0
National Holiday 0
Working Days 0

0

Day OFf

Gbr 2.4.1

Secara default di dalam system sudah terdapat 4 tag yang sudah di-setting.
Order by calculate diperlukan untuk memprioritaskan tag mana dulu
yang akan dihitung. Apabila Order by calculate diis dengan 0, maka
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secara otomatis akan di-set “Order by Date” yang berarti tag akan
dihitung sesuai tanggal.

2. Jika belum ada, maka kita perlu membuat tag baru (new tag) terlebih
dahulu dengan melakukan langkah berikut: @) Klik tombol “New” yang
ada di bagian atas.

a) Masukkan data-data pada masing-masing field seperti tampak pada
gambar di bawah, sesua dengan data yang ada di tabel, dimula dari
Data 1.

Gbr 2.4.2

Penjelasan field:

i. Name: isi dengan namatag.

ii. Description: isi dengan deskripsi tag.

iii. Type: isi dengan tipe Tag; Holiday, working day, day off
iv. Tag Color: pilih warna yang menunjukkan tag tersebut.

Tag yang dibuat adalah sebagai berikut:

No Name Description Tag color

1 | Working days Hari kerja Blue

2 | Short Working days | Hari kerja pendek Bright Green
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National holiday Hari libur nasional Red
4 | Day off Hari libur tidak ada | Rose
jadwal kerja

b) Setelah itu klik tombol “Save™ dan dilanjutkan dengan data 2 dan
seterusnya.

) Klik tombol “Close® untuk menutup form Tag.

3. Untuk melakukan perubahan tag (edit), maka lakukan langkah-langkah
berikut:
a. Pastikan sudah membuka screen Tag yang ada di bagian “Setting”.
Jika belum, maka lakukan langkah no.1 §/d 2 di atas.
b. Setelah itu pilih tag yang akan diubah dan klik tombol “Edit”.
c. Lakukan perubahan pada masing-masing field.
d. Jika sudah melakukan perubahan, klik tombol “Save”.
e. Kemudian klik tombol “Close” jika sudah selesai untuk menutup
screen Tag.
4. Untuk menghapus tag (delete), maka lakukan langkah-langkah berikut:
a. Pilih tag yang akan dihapus.
b. Klik tombol “Delete” dan akan ditampilkan layar konfirmasi seperti
di bawahini:

'-""""”!J

(=2 {

Gbr 2.4.3

c. Klik tombol “Yes* untuk meneruskan proses hapus Tag.
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Note:

Jika tag sudah digunakan dan diproses di dalam sistem, maka semua tag
tersebut tidak dapat dihapus, Klik tombol “Next™ untuk meneruskan ke layar

“Attendance Type”.

2.5. Attendance Type

Pada bagian ini berisi tipe kehadiran yang sudah diset secara default oleh

sistem dan tidak bisa dihapus ataupun ditambah.

Setup Setting o IES
Explorer 2 | Attendance Type A
Setting Name Desaplion
; 4 Type: Attendance
H adir keris
M Tidak bekerja tanpa pemberitahuan teriebin dahul
3
4
5
&
8
L} eminta surat jin
0
Setting
Gbr 2.5.1
Terdiri dari:
Type Code | Description

H Hadir kerja

Attendance M Tidak bekerja tanpa pemberitahuan
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terlebih dahulu
CB | Cuti Besar

CP Cuti Perusahaan
Leave CT Cuti tahunan

CK | Cuti Khusus
CTB | Cuti tidak dibayar
Al Tugas Luar

Permit I Tidak bekerja dengan meminta surat izin
S Tidak bekerja karena sakit

Klik tombol “Next™ untuk meneruskan ke layar “Attendance Code”.

2.6. Attendance Code

Digunakan untuk membuat kode kehadiran dan kode lainnya seperti kode
cuti dan lain sebagainya.

Gbr 2.6.1
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Membuat Attendance Code
Untuk menambahkan Attendance Code, |akukan langkah-langkah berikut:

1. Letakkan cursor pada field “Name* yang tampak seperti gambar di atas.
2. Masukkan data sesuai dengan penjelasan padatable di bawah berikut:
Name . diisi dengan kode kehadiran.
Description : diisi dengan keterangan kehadiran.
Type . diisi dengan type kehadiran (attendance type).
Permit Type : tipeizin setengah hari atau sehari penuh.

Membuat Leave Code

Untuk menambahkan L eave Code, lakukan |angkah-langkah berikut:

a. Letakkan cursor pada field “Name* yang tampak seperti gambar di atas.
b. Masukkan data sesuai dengan penjelasan padatable di bawah berikut:

Name . diisi dengan kode cuti.
Description . diisi dengan keterangan cuti.
Type . diisi dengan type cuti (leavetype).

Include day Off : apakah kode cuti itu termasuk hari libur, bila hari libur

juga diperhitungkan beri tanda “ «.
Length : jumlah hari cuti atauizin

Allow Half Day : tipe cuti apakah bisa setengah hari atau sehari penuh

Allow Minus  : jikaterdapat hutang cuti maka padafield ini pilih “Yes”.

M enghapus kode yang sudah ada

Untuk menghapus kode yang sudah pernah dibuat, 1akukan langkah berikut:
1. Pilih kode yang akan dihapus dengan memilih pada record/baris data.
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2. Kemudian klik tombol “Delete” dan akan ditampilkan pesan dialog
delete data (refrensi Gbr 2.4.3).
3. Klik tombol “Yes™ untuk melanjutkan proses hapus data.

Klik tombol “Next* untuk meneruskan ke layar “Holiday”.

2.7. Holiday

Digunakan untuk melakukan setting hari libur nasiona yang berpengaruh
terhadap jadwal kerja karyawan.

Jika pada aplikasi, belum mempunyai data libur nasional, maka aplikasi akan
secara otomatis menampilkan kotak dialog Update seperti gambar di bawah
berikut ini:

Update

o Do you want to update your holiday calendar?

| Yes No

Gbr 2.7.1

Klik tombol “Yes” maka secara otomatis, aplikasi akan melakukan update

hari libur nasional.

Untuk meng-update hari libur nasional, pastikan komputer sudah terhubung
dengan internet.

2.7.1. Memasukkan hari libur

A. Dengan Internet

Perhitungan PPh 21 dan Software PPh 21 Terbaik | 99



Bila komputer yang digunakan terkoneksi dengan internet, maka untuk
memasukkan hari libur dapat dilakukan secara online, dengan langkah-
langkah sebagai berikuit:

1. Pilih “Get Holiday From Server”

Setup Setting

Explorer X " Mew [# Edit [ Delete 2 Refresh ) Overwrite | [ Get Holiday From Server
Setting v Find Clear
Date w | Day Of week Description
1 12/25/2017 Monday Hari Raya Matal A
2 12/01/2017 Friday Maulid Nabi Muhammad SAW
3 09/21/2017 Thursday Tahun Baru Idlam 1439 Hiriyah
4 Friday Hari Raya Idul Adha 1438 Hinyah
5 Thursday Hari Kemerdekaan Republi: Indonesia
3 Morday Hari Raya Idul Fitri 1438 Hiriyah
7 Sunday Hari Ratya Idul Fitri 1438 Hiriyah

Gbr2.7.1.1

2. Tentukan Tahun yang ingin di-update hari libur nasionalnya.
Get Holiday =]

Year 2017 |8

E‘ Save E:] Close

Gbr 2.7.1.2

3. Klik tombol “Save”.
Infarmation %7

u Poate sacoountdy

Gbr 2.7.1.3
4. Klik Tombol “OK”.
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B. Input Manual
Memasukkan hari libur ke dalam kalender juga dapat dilakukan dengan
berbagai cara, bila memasukkan hari libur dengan range tertentu misalkan

Hari Libur Nasional dalam rangka Pilkada 2017, maka dapat menggunakan
layar entrian ini:

1. Klik tombol “New".
Holiday - Add =

Start Date 02/15/2017 v
End Date 02/15/2017 ot
Tag National Holiday v

Description Pikada 2017

& Clear € Cancel E Save m Close

Gbr2.7.1.4

Start date  : tanggal mulai suatu rentang.
End date : tanggal akhir suatu rentang.
Tag - jenis hari libur sesuai dengan tag.

Description : keterangan hari libur.

Setelah diisi pada masing-masing field, maka klik tombol “Save” untuk
menyimpan data.

2.7.2. Mengubah atau edit hari libur

Untuk melakukan edit atau perubahan pada kalender lakukan langkah-
langkah berikut:

1. Pilih tanggal hari libur yang ingin diubah.
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Setup Setting - o E3

Explorer 3 ] Nem % Delete T Refresh o Overwrite [ Get Holiday From Server

Setting v | Find Clear
Date v | Day Of Week Description
1 7 Monday Hari Raya Natal A
2 12/01j2017 Friday Maulkd Nabi Muhammad SAW
3 03/21/2017 Thursday Tahun Baru Islam 1439 Hjriyah
4 03/01/2017 Friday Hari Raya Idul Adha 1438 Hijrivah
5 08/17/2017 Thursday Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
5 06/26/2017 Monday Han Raya Idul Fitri 1438 Hyiyah
7 Sunday Hari Raya Idul Fitri 1438 Hiriyah
B Thursday Hari Lahir Pancasia

Gbr 2.7.2.1

2. Klik tombol “Edit” atau dengan melakukan double klik pada tangga
tersebuit.
3. Lakukan perubahan pada description, kemudian klik tombol “Save”.

2.7.3. Menghapus hari libur

Untuk menghapus (delete) data hari libur, maka lakukan langkah-langkah
berikut:
1. Klik tombol “Delete".

oy ' [, ' o BN . ) ‘L -
Iy
.~ * e R A
(P8 » iar
e ] . vt -
ST “n '
\ » W e o
n » B v
- - -

Gbr 2.7.3.1
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Holiday - Delete eS|

StartDate 027202017 v
End Date 02/20/2017 v
Ta8g National Hokday v

o Clear € Canced | |k Delete Bl Close
Gbr 2.7.3.2

2. Pilih tanggal yang ingin dihapus pada field “Start Date” dan “End
Date”.

3. Klik Tombol “Delete”.

2.8. Payment Schedule

Payment Schedule digunakan untuk menentukan Cut off date. Cut off date ini
digunakan untuk menentukan periode pemberian komponen gaji, semua
komponen gaji yang bersifat harian akan diakumulasikan sesuai dengan cut

off date-nya. Kecuali basic salary.

Setting Payment Schedule N

Gbr 2.8.1
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Untuk menentukan pembayaran cut off date, pilih new, maka akan tampil
layar m